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BSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKA PERT ANAHAN DI WILA Y AH PESISIR 
(Lokasi Studi Kota Pa gkalpinang, Kota Tanjungpinang 

dan Ka upaten Wakatobi) 

mir Sofwan 
amir pn@yahoo.com 

m Pascasarjana 
rsitas Terbuka 

Wilayah pesisir memiliki kara teristik fisik lingkungan, sosial, ekonomi, 
budaya yang khas scrta men pakan kawasan yang cukup rentan akan 
perubahan lingkungan dan ben 'ana sebagai dampak dari perubahan iklim 
yang dapat mcmicu kenaikan muka laut maupun abrasi pantai. Dampak 
tersebut mempengaruhi akti itas sosial ekonomi masyarakat dalam 
memanfaatkan pantai sebag· i sumber kehidupan dan penghidupan 
mereka termasuk kepastian hukum hak atas tanah diatasnya akan 
menimbulkan potensi konf1i pcnguasaan pemilikan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. Sampai sa t ini, kebijakan pertanahan yang mengatur 
mengenai penguasaan pcmili an penggunaan dan pemanfaatan tanah 
terhadap permukiman/bangun· n yang bcrada di wilayah pesisir terutama 
yang berbatasan langsung d ngan pantai belum ada, sehingga akan 
menimbulkan ketidakpastian l ukum hak atas tanah. Terkait ha! tersebut, 
penelitian ini mendeskripsi an bagaimana pengaturan penguasaan 
pemilikan penggunaan dan pe rnnfaatan tanah di wilayah pesisir yang di 
implementasikan melalui k bijakan pertanahan di wilayah pesisir 
terutama dalam hal pemberian hak atas tanahnya. Melalui metode analisis 
kualitatif empiris, diperolch g mbaran bahwa hak atas tanah di wilayah 
pesisir yang berbatasan langs ng dengan pantai dapat diberikan melalui 
kebijakan pertanahan denga mempertimbangkan kriteria antara lain 
kesesuaian peruntukan dan pe rnnfaatan tanah dengan rencana tata ruang 
wilayah yang telah dite apkan berdasarkan peraturan daerah 
kabupaten/kota dan tidak ter asuk dalam kawasan lindung hutan dan 
konservasi. Pemberian hak as dalam rangka implementasi kebijakan 
pertanahan tersebut, merupak n jaminan kepastian hukum hak atas tanah 
berupa kepastian subyek hak kepastian obyek hak dan kepastian jenis 
hak sesuai peruntukannya hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan maupun hak pak i). Pemberian jaminan kepastian hukum 
dilakukan melalui pendaftar n hak atas tanah sebagaimana pasal 19 
UUPA 

Kata Kunci : Wilayah Pesisir, Im lcmentasi Kebijakan Pertanahan, Pemberian 
Hak Atas Tanah 
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THE IMPLEMENTATION OF AND POLICY IN THE COASTAL AREA 
(Research Locations are Pa gkalpinang City, Tanjungpinang City 

and W katobi Regency) 

Graduat Studies Program 
Univ rsitas Terbuka 

Coastal area has several s ecific characteristics, mainly physical 
environment, social, economic culture, and its quite susceptible due to 
environmental and climate ch nge which can trigger the sea-level rises 
and abrasion. Those terms infl ence the socio-economic activities of the 
local community in the aspec of expioitation of coastal resources and 
livelihood, including legal cer ainty over land rights which will lead to 
the potential conflicts of land t nure and land use issues. At the moment, 
we do not have any act or olicy to regulate land aspects over the 
existence of settlements/buil ings that are located in coastal area, 
especially those are adjacent to the coast which can deliver the 
uncertainty of the legal aspect of the land rights. This research aims to 
describe land management in erm of land tenure and land use in coastal 
area, especially in terms o land titling. Through the qualitative 
empirically analysis methods produce the conception of land rights, 
especially those are adjacent t the coast that can be granted through land 
policy by taking into accoun of land suitability criteria by comparing 
between factual land use and egional spatial planning regulation. As the 
considering, the areas must be located at the outside of the protected areas 
and the conservation of the fo ests. In terms of the implementation of the 
land policy, land titling is spe ially constituted in order to guarantee the 
land rights in form of certaint of the rights subject, the rights assurance 
and certainty of object typ s according to their distribution rights 
(property rights, right to cult vate, building rights and use rights). The 
provisions of guarantee are a angcd by the registration of land rights as 
set forth in article 19 of UUP 

Key words: Coastal Areas, Land olicy Implementation, Land Titling 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Eksisting Wilayah Pesisir Yang Berbatasan Langsung Dengan 
Pantai 

1. Kebijakan Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah 

Terkait dengan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah 

bahwa Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan 

diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-

1197 tanggal 3 Juni 1997 Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya 

Mcrupakan Pulau Atau Yang Bcrbatasan Dengan Pantai menyatakan bahwa 

permohonan hak atas tanah yang scluruhnya merupakan pulau atau bcrbatasan 

dengan pantai untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pcmcrintah 

yang mcngatur ha! terscbut. 

Namun pada kcnyataannya, bcrdasarkan hasil observasi yang dilakukan olch 

Penulis bahwa kcbijakan pcmbcrian hak atas tanah di wilayah pcsisir yang 

berbatasan langsung dengan pantai telah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota. 

Salah satu dasar kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran Mentcri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1698 tanggal 14 Juli 1997 Tentang Permohonan 

Hak Atas Tanah Yang Scluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Bcrbatasan Dengan 

Pantai yang mcnyatakan bahwa pcrmohonan ijin lokasi dan pcrmohonan hak atas 

tanah yang berbatasan dengan pantai masih dimungkinkan dan diproses secara hati-

hati dan selektif dan permohonan yang diajukan setelah tanggal 3 Juli 1997 agar 
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dilaporkan kepada Menteri untuk mendapat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut. 

Kalimat "permohonan hak atas tanah yang berbatasan dengan pantai masih 

dimungkinkan dan diproses secara hati-hati dan selektif'' tersebut dapat diartikan 

bahwa: 

a. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut berdasarkan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota tidak masuk dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Ten tang 

Penatagunaan Tanah bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum 

ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. 

Pemberian hak atas tanah dimaksud, sesuai pasal 10 pada peraturan terse but 

disebutkan bahwa setelah penetapan rencana tata ruang wilayah, penyelesaian 

administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau 

kuasanya memenuhi syarat-syarat mcnggunakan dan mernanfaatkan tanahnya 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

Penyelesaian adrninistrasi pertanahan dirnaksud antara lain pernindahan hak, 

peralihan hak, pcningkatan hak, penggabungan, dan pernisahan hak atas tanah. 

b. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut tidak berada di kawasan konservasi 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang rcncana tata ruang wilayah. 

Hal ini terlihat pada salah satu permohonan hak atas tanah di kawasan pantai pasir 

padi Kota Pangkalpinang dan permohonan tersebut disetujui dengan alasan antara 

lain: 

1) Tanah yang di mo hon terletak dalarn kawasan budi daya dan tidak tum pang 

tindih dengan kawasan pertambangan/kawasan hutan; 
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2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nornor 1 Tahun 2012 

Tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, peruntukan pada 

lokasi letak tanah yang dirnohon rnerupakan kawasan pariwisata; 

Pertimbangan dapat diberikan hak atas tanah di kawasan pariwisata adalah 

berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 

2004 Tentang Penatagunaan tanah bahwa kawasan pariwisata rnerupakan kawasan 

budidaya. 

Menurut Habrianto Manda, SP bahwa: 

"Pernberian hak atas tanah tersebut tetap berpedornan pada ketentuan Peraturan 
Daerah Kota Pangkalpinang Nornor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota 
Pangkalpinang Tahun 2011-2030 yang rnengatur sernpadan pantai dan 
peruntukan tanah yang dirnohon serta tidak terletak dalarn kawasan 
pertambangan maupun kawasan hutan. Dalarn hal kebijakan pernberian hak atas 
tanah, Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tetap berpedornan pada dasar 
hukum yang jelas, ketentuan rnengenai peruntukan kawasan yang dirnohon dan 
ketentuan mengenai pendaftaran tanah dan pernberian hak atas tanah" 
(Habrianto Manda, SP selaku Kepala Seksi Pengaturan Dan Penataan 
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang) 

Pendapat lain rnengenai kebijakan pernberian hak atas tanah yang telah diberikan 

kepada masyarakat yang bertcrnpat tinggal di wilayah pesisir yang berbatasan 

langsung dengan pantai disarnpaikan bahwa: 

"Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 
ayat (2) dan UUP A Nomor 5 Tahun 1960. negara berhak rnengatur tentang 
penggunaan, pernanfaatan dan peruntukan bagi rnasyarakat. Terkait pernberian 
hak atas tanah di pesisir pantai dapat diberikan jika telah rnernenuhi kriteria 
peraturan perundang-undangan" 
(Gunawan selaku Kcpala Bagian Hukurn dan Perundang-Undangan Biro Hukurn 
dan Hubungan Masyarakat Kernentcrian Agraria dan Tata Ruang/BPN). 

Menurut Ir. Nurhidayah Lukman bahwa: 

"Kebijakan pernberian hak atas tanah tersebut tidak terhindarkan mengingat 
adanya kebutuhan rnasyarakat. Sebelum lahirnya Peraturan Pernerintah 40 
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Tahun 1996, Kepala Kantor Pertanahan atas kebijakannya masing-masing 
melaksanakan pemberian hak atas tanah pada locus demikian. Namun setelah 
Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996, Kantor Pertanahan menunggu terbitnya 
ketentuan peraturan yang mengatur wilayah pesisir. Sebagian besar Kantor 
Pertanahan bersikap menunggu lahimya aturan dimaksud, hanya sebagian kecil 
yang diketahui masih menerbitkan hak atas tanah pada locus dimaksud" 
(Ir. Nurhidayah Lukman selaku Kepala Sub Direktorat Penataan dan 
Pemantauan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau
Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/BPN). 

Kebijakan pemberian hak atas tanah menurut Ir. Sri Yatno, MM bahwa: 

"Hak Atas tanah di pesisir pantai dapat dimungkinkan untuk diberikan karena 
terkait dengan budaya kehidupan masyarakat pesisir yang bertempat tinggal dan 
menetap secara turun temurun. Namun dalam pemberian hak atas tanah tersebut 
harus berdasarkan peraturan perundangan yang jelas. Peruntukan Rencana Tata 
Ruang Wilayah ditetapkan sesuai dengan karakteristik wilayah. Yang harus 
dipertimbangkan dalam pemberian hak atas tanah di pesisir pantai adalah 
ketentuan-ketentuan yang mengatur wilayah pesisir yang berlaku saat ini, 
kondisi lingkungan, fisik dan budaya masyarakat serta kesesuaian rencana tata 
ruang dengan peruntukannya terutama pertimbangan land use-nya" 
(Ir. Sri Y atno, MM selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/BPN) 

c. Keberadaan dan budaya masyarakat yang telah bermukim wilayah pesisir yang 

berbatasan langsung dengan pantai tclah berlangsung cukup lama dan turun 

temurun, jauh sebelum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah 

pesisir diterbitkan. Adanya surat bukti kcpcmilikan tanah yang dikeluarkan oleh 

Pemcrintah Desa maupun Kecamatan Setempat dijadikan alas hak untuk 

mendaftarkan kcpemilikan tanah olch masyarakat ke kantor pertanahan 

kabupaten/kota setempat untuk mcmpcrolch suatu hak atas tanah. Hal ini terjadi di 

Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Wakatobi Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Di Kota Tanjungpinang , pemberian hak atas tanah dilakukan pada 
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permukiman yang berada di atas air yang dikenal dengan pelantar. Kegiatan 

pendaftaran tanah dalam rangka pemberian suatu jenis hak atas tanah tertentu bagi 

permukiman/bangunan di atas air dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

keberadaan permukiman/bangunan tersebut telah berlangsung cukup lama. 

Perkampungan masyarakat yang bermukim dipinggir pantai tersebut, merupakan 

masyarakat Suku Pelaut dan sesuai adat dan budayanya letak bangunan rumah 

berada dipinggir pantai dan diatas air. Masyarakat di daerah ini umumnya 

bermata-pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Sebagai alat transportasi laut 

sebagai penghubung antar pulau menggunakan perahu. Bangunan yang berdiri di 

permukiman tersebut dibangun dengan menggunakan tiang pancang yang tetap 

menancap pada tanah untuk mengantisipasi pengaruh pasang surut air lait. 

Pemberian hak atas tanah pada permukiman yang berada di pinggir pantai 

dan diatas air, dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang 

berdasarkan ketcntuan pcndaftaran tanah scrta rencana tata ruang wilayah yang 

ditetapkan melalui pcraturan daerah. 

Dalam rencana tata ruang Kota Tanjungpinang , memang terlihat bahwa 

peruntukan permukiman berada di zona yang merupakan sempadan pantai. 

Mengingat karakteristik kehidupan dan budaya masyarakat yang bcmrnkim di 

pinggir pantai sejak lama tersebut maka ditetapkan rencana tata ruang wilayah 

melalui peraturan daerah mengenai pcruntukan pcrmukiman di Kota 

Tanjungpinang seperti tampak pada gambar 4.1 berikut. 
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Sumber : https://plus.google.com/115697150316477864077 I posts/ 

Gambar4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kota Tanjungpinang Tahun 2005 -2015 

Adapun sebaran pemberian hale atas tanah di Kota Tanjungpinang yang 

berada di zona sempadan pantai terlihat pada gambar 4.2 berikut: 
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Sumber : Peta Online BPN 2015 

Gambar 4.2. Peta Persil
1 
Hak Atas Tanah Kota Tanjungpinang 

Untuk Kabupaten Wakalobi, pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir 

yang berbatasan langsung dengan pantai agak berbeda dengan yang terjadi Kota 

Tanjungpinang . 

Permukiman masyarakat di Kabupaten Wakatobi merupakan permukiman 

suku Bajo yang memang merupakan suku yang dikenal bermukim di atas air dan 

dikenal juga sebagai suku laut. 

Namun saat ini, permukiman masyarakat suku Bajo sebagian besar sudah 

tidak berada di atas air melainkan berada di atas tanah karena adanya proses 

penimbunan seperti terlihat di Kampung Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan 

terutama di wilayah Mola yakni wilayah masyarakat adat suku Bajo yang awalnya 

I 
I 
I 
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bermukim di laut. Kawasan pemukiman masyarakat suku Bajo yang sebagian 

besar tidak lagi berada di atas laut, 

namun tetap mempertahankan adat 

kebiasaan masyarakat suku Bajo bahwa 

perahu sebagai alat transporasi, sebagian 

lokasi pemukiman dibuat kanal-kanal 

untuk lalu lintas aktivitas keseharian 

masyarakat suku Bajo, seperti gambar 4.3 

disamping: 

Transportasi Masyarakat Suku Bajo 

Penimbunan laut tersebut dilakukan pada bagian bangunan yang akan 

disertipikatkan, karena hal tersebut menjadi dasar penerbitan sertipikat karena ada 

ijin pendirian bangunan/penimbunan oleh Kepala Desa setempat dan ditandai 

dengan adanya IMB. Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi melakukan 

pemberian hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 juncto Peraturan Menteri ~egara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dengan dasar 

alas hak berupa surat pernyataan fisik, Surat Penguasaan Tanah Dengan 

Kompensasi (sejenis surat keterangan jual beli), SPPT PBB dan IMB. 

Pertimbangan pemberian hak atas tanah bagi suku Bajo yang bermukim di laut 

antara lain: 

1) Masyarakat suku Bajo telah bermukim di wilayah tersebut sudah sejak lama 

dan turun temurun dengan adat istiadat yang sangat kuat; 
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2) Lokasi tanah yang akan disertipikatkan telah ditimbun secara permanen dan 

terhubung dengan jalan walaupun sebagian rumah masih berbentuk panggung 

dan terdapat diatas laut; 

3) Bangunan sudah bersifat permanen dan bukan bangunan panggung yang 

berada di laut walaupun terhubung dengan jalan. Jalan dimaksud adalah jalan 

permanen yang telah dilakukan pengerasan; 

4) Dimiliki dan dikuasai masyarakat tersebut secara turun temurun yang 

dikuatkan dengan surat keterangan Kepala Desa; 

5) Lokasi tanah tersebut telah didata sebelumnya sebagai wajib pajak untuk 

PBB; 

6) Mendapat ijin pendirian banJinan/penimbunan oleh Kepala Desa setempat 

dan ditandai dengan adanya IMB. 

Gambar 4.4 berikut adalah bangunan rumah yang diberikan bukti hak atas 

tanah berupa sertipikat: 
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Sumber : Hasil Survey Monitoring Pemanfaatan Kawasan 
Dit. WP3WI' BPN RI, 2012 

Gambar 4.4. Bangunan Rumah Yang telah bersertipikat 

Sumher : Hasil Survey Monitoring Pemanfaatan Kawasan 
Dit. WP3 WI' BPN RI, 2012 

Gambar 4.5. Bukti Sertipikat dan Pemilik Bangunan Rumah 

Berdasarkan gambar 4.4 diatas, lokasi yang diberikan sertipikat adalah 

bagian yang sudah ditimbun secara permanen sebagaimana surat ukur pada 
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gambar 4.5 tersebut, bagian yang di digaris hitam tebal itu bagian bangunan 

rumah yang sudah ditimbun. 

Sedangkan yang 

dimaksud dengan 

bangunan sudah bersifat 

permanen adalah bukan 

ban gun an panggung 

yang berada di laut 

walaupun terhubung 

Gambar 4.6. Bangunan Rumah Suku Bajo Yang dengan jalan. Jalan 
Sudah Permanen Dan Terhubung Dengan Jalan 

Pengerasffijl dimaksud adalah jalan 

permanen yang telah dilakukan pengerasan sebagaimana gambar 4.6 disamping. 

Ada pun ban gun an 

panggung yang berada di 

laut walaupun terhubung 

dengan jalan sebagaimana 

gambar 4.7 disamping ini. 

Pertimbangan lain 

dalam pemberian hak atas 

tan ah terse but adalah 

Gambar 4.7. Bangunan Rumah Panggung 
Suku Bajo Yang Terhubung Dengan Jalan 

berdasarkan ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi 

sebagaimana gambar 4.8 dan gambar 4.9 berikut. 
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Sumber : Bappeda Kabupaten Wakatobi 

Gambar 4.8. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Wakatobi 

1--=-=-J, 
I I"_.:.:_ ____ : 
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Sumber : Bappeda Kabupaten Wakatobi 

Gambar 4.9. Peta Rencana Ruang Kecamatan Wangi Wangi Selatan 

d. Adanya program pemerintah dalam rangka sertipikasi tanah nelayan kerjasama 

antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 
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Sertipikasi tanah nelayan pada hakekatnya adalah proses administrasi 

pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat 

hak atas tanah. Sertipikasi tanah nelayan merupakan kerjasama antara Badan 

Pertanahan Nasional RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

berdasarkan Surat Keputusan bersama Badan Pertanahan Nasional RI dengan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor: 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan 

Nomor: 7-SKB-BPNRI-2007 ta1i1ggal 15 November 2007 Tentang Sertipikasi 

Tanah Nelayan. 

Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan 

hak berupa sertipikasi tanah kepada nelayan dan usaha penangkapan ikan skala 

kecil dengan tujuan yang ingin dioapai: 

1) Memberikan kepastian hukum hak atas tanah (asset) nelayan dan usaha 

penangkapan ikan skala kecil; 

2) Memberikan/meningkatkan akses permodalan berupa kemampuan Jamman 

kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha; 

3) Meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/ perbankan untuk 

penyaluran kredit. 

Menurut Kristiatlizar, A.Pi, bahwa: 

" Persertipikatan tanah nelayan di Kota Pangkalpinang merupakan kerjasama 
antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Badan 
Pertanahan Nasional bagi nelayan yang memiliki rumah dan bidang tanah yang 
jelas, merupakan nelayan tangkap, memiliki kartu nelayan yang dikeluarkan 
oleh Dinas Kelautan dan Pefikanan Provinsi Bangka Belitung serta memiliki 
surat keterangan kepemilikan tanah berupa girik atau sejenis yang dikuatkan 
oleh surat dari kecamatan setempat" 
(Kristiatlizar, A.Pi, selaku Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan pada 
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung) 

64 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



2. Sempadan Pantai 

Terkait dengan sempadan pantai, di pesisir pantai Kota Pangkalpinang, 

sebagian bangunan rumah memang berada di sempadan pantai dan telah berdiri jauh 

sebelum peraturan tentang sempadan pantai belum diterbitkan. 

Menurut Kristiatlizar, A.Pi, bahwa: 

"Keberadaan bangunan rumah yang berada di sempadan pantai memang sulit untuk 
ditertibkan karena telah berdiri c~kup lama jauh sebelum aturan sempadan itu 
berlaku dan yang tinggal dilokasi tersebut sudah turun temurun, dan yang bertempat 
tinggal di lokasi tersebut adalah nelkyan-nelayan tradisional yang menggantungkan 
hidupnya dilaut" 

Hal senada disampaikan oleh H. Abu Bakar, bahwa: 

" Sebagian bangunan rumah yang masyarakat dirikan tidak pemah terpikirkan bahwa 
lokasi tersebut adalah sempadan pantai karena sudah berdiri sejak 30 puluh tahun 
yang lalu yang saat itu belum ada larangan dan daerah tersebut masih jarang sekali 
rumah. Namun sebagian lagi berdasarkan pengalaman di tanah kelahiran di 
Sulawesi, rumah yang didirikan memang harus mempunyai jarak dari bibir pantai 
untuk menghindari kerusakan bangunan akibat air laut" 
(H. Abu Bakar, Tokoh Masyarakat Sulawesi yang bermukim di Kampung Nelayan 
Batu Belubang Kota Pangkalpinang) 

Pemanfaatan sempadan pantai di Kota Pangkal terutama di Kampung nelayan 

Batu Belubang terlihat seperti gambar 4.10 berikut: 

I 
I 

I 

I 
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Sumber : Hasil Survey Penelitian, 2015 

Gambar 4.10. Pemanfaatan Sempadan Pantai di Kampung Nelayan Batui Belubang 
Kota Pangkalpinang 

Sempadan pantai dibeberapa wilayah di Indonesia dimanfaatkan untuk 

pemukiman masyarakat dan hal ter ebut ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau dan Kota Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. 

Untuk pemanfaatan sempadan pantai di Kota Tanjungpinang seperti tampak 

pada gambar 4 .11 berikut: 
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Sumber : Hasil Survey Penataan Kawasan Dit. WP 3 WT BPN RI, 2012 

Gambar 4.11. Kawasan Permukiman Di Atas Air Di Kelurahan Senggarang Kota 
T anjungpinang 

Sedangkan untulc Kota Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi terutama 

kampung suku Bajo seperti tampak pada gambar 4.12 berikut: 
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Sumber : Hasil Survey Monitoring Pemanfaatan Kawasan 
Dit. WP3 WT BPN RI, 2012 

Gambar4.12. Permukiman Suku Bajo di Kelurahan Wangi-Wangi Selatan 
Kabupaten W akatobi 

3. Dampak perubahan iklim 

Terkait dengan perubahan iklim yang berakibat pada naiknya permukaan laut 

(sea level rise) sehingga terjadi pergeseran garis pantai sebagaimana ketentuan 

sempadan pantai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 

Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Hasil pengamatan yang Penulis lakukan di Kampung Nelayan Kota 

Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, telah terjadi pergeseran garis pantai dan 

mengakibatkan abrasi pantai yang berujung pada bergesemya bangunan-bangunan 

yang berada di pinggir pantai sebagaimana terlihat pada gambar 4.13 b~rikut. 
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I 

I 

I 

Sumber: Basil Survey Penelitian, 2015 

Gambar 4.13. Bangunan r erletak dalam Kategori Sempadan Pantai 

Berdasarkan informasi dari salah satu penduduk desa tersebut, bahwa pada 

tahun 1970-an, rumah-rumah pT duduk yang bermukim terletak di garis kuning 

sebagaimana gambar di atas dan eksisting sampai saat ini bergeser hampir mencapai 

50 - 75 meter sebagaimana gambar 4.13. 

Gambar diatas merupakan bukti dampak dari perubahan iklim yang 

berakibatkan pada pergeseran garis pantai dan terjadinya erosi atau pengikisan pada 

pantai daratan. I 

I 
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Ilustrasi dari pergeseran garis pantai dapat digambarkan sebagai berikut : 
I 

Sumber : Neshyba, 1986, Oceanography Perspective on a Fluid Earth 

Gambar 4.14. Pengikisan Pasir Pantai Akibat Naiknya Permukaan Laut 

Sediment 

Turbidites 

To veneer 
deposits 
on shelf 

Sumber : Neshyba, 1986, Oceanography Perspective on a Fluid Earth 
I 

Gambar 4.15. Pengikisan Material Pasir Akibat Erosi dari Aliran Sungai 

Pada gambar 4.14, akibat aik.nya permukaan air laut (sea level rise) , terjadi 

erosi atau pengikisan daratan pantai (shorface erosion) dan mengakibatkan terjadinya 
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pendangkalan (on-shelf deposition) di bagian laut yang merupakan limpahan material 

pasir yang terbawa oleh arus laut sehingga membuat lapisan endapan (to veneer 

deposite in shelf) di area laut sebagaimana pada gambar 4.15. 

Material pasir dan lumpur yang terbawa oleh arus laut maupun aliran sungai, 

dan akan mengendap pada muara sungai (sediment storage in estuaries) dan 

membentuk daratan/lahan yang berlumpur (sediment storage in wetlands) seperti 

tampak pada gambar 4.15 tersebut. 

Dampak dari hal tersebut antara lain terjadinya pendangkalan pada alur laut 

sehingga menghambat kapal-kapal untuk berlabuh di pelabuhan serta rusaknya 

ekosistem laut tempat berkumpulnya ikan-ikan. Dampak lain adalah berkurangnya 

batas pantai dengan area pemukiman sehingga akan mengganggu aktivitas 

masyarakat. 

4. Tanah Timbul 

Tanah timbul (aanslibbing) merupakan daratan yang terbentuk karena adanya 

proses alam atau buatan. Tanah timbul yang terbentuk dari proses alam disebabkan 

oleh sedimentasi (pengendapan) yang dipengaruhi dari arus laut disatu sisi mengikis 

pasir pantai dan karena pergerakan arus laut mengakibatkan pembentukan 

sedimentasi di tempat lain dan hal tt sebut telah berlangsung lama. 

Hasil pengamatan Penulis di lokasi Kampung Nelayan Batu Belubang Kota 

Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, dampak sedimentasi tersebut terlihat pada 

gambar 4.16 berikut. 
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Sumber : Hasil Survey Penelitian, 2015 

Gambar 4.16. Lokasi Tanah Timbul 

Bila dilihat dari citra, tanah baru diilustrasikan dapat dilihat pada gambar 4.17 

berikut: 

Ocean regresses 

Old sea level 

Sumber : Neshyb'1 1986, Oceanography Perspective on a Fluid Earth 

Gambar 4.17. Pembentukan Pantai Akibat Turunnya Permukaan Laut 
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Sumber : Neshyba, 1986, Oceanography Perspective on a Fluid Earth 

Gambar 4.18. Pergeseran Material Pasir Membentuk Daratan Baru 

Pada gambar 4.17 terlihat bahwa pembentukan daratan baru diakibatkan oleh 

surutnya air laut (ocean regresses) dan kuatnya dorongan arus arus laut ke arah darat 

menimbulkan pengikisan pada lapisan pasir dalam laut (shelf floor erosion) dan 

terangkat membentuk pantai daratan barn (shore/ace rebuilt). 

Erosi yang terjadi di sungai dan dataran pantai membawa material pasir dan 

lumpur dan dilepaskan ke arah pesisir pantai dan mengendap dalam jangka waktu 

yang lama sehingga membentuk endapan pada daratan pantai lainnya sebagaimana 

terlihat pada gambar 4.18. 

Bila dilihat dari citra, tanah timbul atau dapat dikatakan daratan baru dapat 

dilihat pada gambar citra berikut: 
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Sumber: Google Earth, Image@2016CNGS/Astrium 

Gambar 4.19. Citra Pembentukan Daratan Akibat Sedimentasi di Pesisir Kota 
Pangkalpinang 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh H. Abu Bakar, bahwa : 

" Letak tanah pada awal mendirikan bangunan rumah, jarak rumah dengan pantai 
tidak kurang dari sekitar 20 meter dari bibir pantai dan itu sekitar 30 tahun yang 
lalu, saat ini jarak rumah denganl bibir pantai sejauh hampir 50 - 70 meter." 

Hasil observasi Penulis, tanah akibat sedimentasi tersebut, penggunaan 

tanahnya digunakan untuk area pelabuhan nelayan tradisional dan dimanfaatkan 

untuk tempat pelelangan ikan, namun tidak dilekatkan hak di atas tanah tersebut. 

Sedangkan tanah timbul buatan dilakukan oleh manusia dan dikenal dengan 

kegiatan reklamasi yakni proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar 

sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. 
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Dalam prakteknya, reklamasi kawasan perarran merupakan upaya 

pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di 

tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair 

yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik 

dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis 

lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan 

permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, 

pertanian, jalur transportasi alterna if, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan 

pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan 

daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu. 

Salah satu contoh reklamasi pantai sebagaimana gambar 4.20 berikut: 

-

Sumber: http://www.merdeka.com!foto/jakarta/308909/20140120172318 

Gambar 4.20. Foto Udara Reklamasi Pantai di Kawasan Muara Angke Jakarta Utara 

I 

I 

I 
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Contoh lain basil reklamasi seperti gambar 4.21 berikut: 

Gambar 4.21 . Foto Hasil Reklamasi Palm Island, Jumaerah Dubai Uni Emirat Arab 

B. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan di Wilayah Pesisir 
Yang Berbatasan Langsung Dengan Pantai 

1. Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Land Tenure) 

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang 

Penatagunaan Tanah bahwa Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang 

per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimak:sud 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria. 

Hubungan hukum tersebut dimaknai sebagai bentuk hubungan hukum dengan 

tanah yang berwujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan 

tanah sesuai dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemeliharaannya. 

I 
I 
I 
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Hukum kepemilikan mengatur hubungan antar orang dengan orang maupun 

hubungan antara orang dengan benda. Hukum tersebut meliputi pengaturan hak atas 

objek fisik dan hak (yang sifatnya abstrak) terkait dengan penggunaannya. Menurut 

Dale dan McLaughlin (1999), tanah sebagai properti riil dan barang tidak bergerak 

pada beberapa negara dianggap sebagai satu kesatuan dengan bangunan dan benda 

lain yang terdapat di atasnya. Pada beberapa negara tanah dianggap sebagai satu 

kesatuan dengan mineral yang terkandung dibawah permukaan dan udara yang 

terdapat di atasnya, kecuali jika ada pengaturan yang secara khusus 

mengecualikannya. Pada beberapa negara secara tegas telah diatur pemisahan antara 

tanah (land) sebagai objek ruang (space) dengan tanah sebagai benda alam (soil), 

serta pemisahan antara tanah sebagai permukaan bumi (surface) dengan property 

yaitu objek buatan manusia yang terdapat diatasnya. 

Kepemilikan tanah menjelaskan bagaimana hak atas tanah terselenggara. 

Kepemilikan tanah menurut Feder dan Feeny ( 1991 ), didefinisikan melalui kumpulan 

peraturan, yang sebagian diadopsi dari hukum tertulis mengenai properti, sedangkan 

sebagian lainnya diadopsi dari kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Di seluruh dunia 

terdapat berbagai macam rejim hukum properti, yang dasarnya merupakan kombinasi 

dari hak properti kelompok, negara, dan individu. Rejim properti umumnya 

dikategorikan menjadi properti akses tcrbuka. properti komunal, properti pribadi, dan 

properti negara. 

Dalam Buku II (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

atau lebih dikenal dengan nama Burgelijk Wetbook (BW), hak kepemilikan dalam 

BW masih tetap berlaku dalam Hukum Indonesia, yaitu sebagai pemilikan atau 
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kepunyaan (ownership). Adapun pengertian Hak Milik dalam Pasal 570 BW adalah: 

"Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk 

menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan 

undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang 

mempunyai wewenang untuk itu dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya 

dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan 

umum, dengan membayar penggantian kerugian yang layak dan menurut ketentuan 

undang-undang. 

Selanjutnya berdasar Pasal 584 BW dijelaskan tentang cara memperoleh hak 

milik, yaitu: "Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara 

lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena 

pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena 

penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk 

memindahkan hak milik, dilakukan olch scseorang yang berhak berbuat bebas 

terhadap kebendaan itu". Kepemilikan (tenure) tidak hanya mencakup hak untuk 

memberikan dan menyerahkan tanah saja, tetapi juga hak untuk membeli, menjual, 

menggadaikan, dan menggunakan tanah tersebut dengan batasan dan kewajiban yang 

tertentu. Tanah mungkin saja dimiliki dan digunakan oleh pihak yang berbeda, yang 

umumnya terjadi karena adanya suatu perjanjian sewa atau pinjam pakai. Pada 

beberapa sistem kepemilikan, scbidang tanah mungkin dijual dengan pengurangan 

beberapa hak yang terdapat didalamnya, sepcrti misalnya hak untuk menangkap ikan 

pada sungai yang melintasi bidang tanah tcrsebut. 
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Terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pes1slf yang 

berbatasan langsung dengan pantai, secara historis penyebaran dan peningkatan 

jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para 

pedagang/nelayan atau para penyiar agama yang sering berlayar baik dari negara lain 

maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara 

berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai tanah pada kawasan 

pantai secara turun temurun. Dalam perkembangannya masyarakat tersebut 

mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur pola penguasaan dan pemilikan atas 

wilayah yang mereka tempati dan dikenal dengan hukum adat. 

Hal terse but sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUP A bahwa: 

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama." 

Di Indonesia pembentukan hukum tanah nasional dimulai dcngan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). 

Dengan berlakunya UUPA, terjadi unifikasi hukum tanah adat (tidak tertulis) dan 

hukum agraria barat (tertulis). 

Berdasarkan hukum pertanahan ini di Indonesia diakui adanya hak ulayat dan 

hak perorangan. Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat sepanjang 

menurut kenyataan masih ada, dan merupakan hak penguasaan atas tanah bersama 

masyarakat hukum adat tertentu. 
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Hak perorangan memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti 

menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang 

tanah tertentu, yang terdiri dari: hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak 

pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak 

memungut hasil hutan, hak atas tanah wakaf, hak tanggungan yang ketentuan 

pokoknya terdapat dalam UUPA, serta hak lain dalam hukum adat setempat. 

Dalam ha! penguasaan tanah buatan seperti reklamasi, sebagaimana Pasal 12 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah bahwa 

Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, 

pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. 

Sejalan dengan ha! tersebut, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 410-1293 Ten tang 

Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Pada angka 3 Surat Edaran 

tersebut dinyatakan bahwa: 

"Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan 
tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai 
tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta 
penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku." 

2. Aspek Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Land Use). 

Penggunaan tanah atau land use berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, penggunaan tanah didefinisikan sebagai 

wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun 

buatan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, Dale dan McLaughlin (1999) 

mendefinisikan land use sebagai aktivitas ekonomi dan budaya yang berlangsung di 
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permukaan tanah. Pengertian tersebut mengarahkan pada deskripsi mengenai 

kuantitas dan jenis vegetasi serta material lain yang ada di permukaan bumi. 

Dari konteks penggunaan tanah di wilayah pesisir sebagaimana dijelaskan 

diatas, bila dipadu dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau

Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, penggunaan tanah dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) kawasan yakni penggunaan tanah di kawasan budi daya dan 

penggunaan tanah di kawasan non budidaya (konservasi). 

Kawasan budi daya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang dalam Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir 

dikatakan sebagai kawasan pemanfaatan umum yang merupakan bagian dari Wilayah 

Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 l/PRT/M/2007 Tentang 

Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya bahwa kawasan budi daya terbagi 

menjadi sepuluh kawasan sebagai berikut: 

a. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan 

produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat 

dikonversi; 

b. Kawasan hutan rakyat; 
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c. Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan 

basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura; 

d. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas 

perkebunan yang ada di wilayah provinsi; 

e. Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan 

tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan; 

f. Kawasan peruntukan pertambangan. yang dapat dirinci meliputi kawasan 

peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air 

tanah di kawasan pertambangan; 

g. Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan pcruntukan: 

industri kecil/rumah tangga. industri agro. industri ringan, industri berat, industri 

petrokimia, dan industri lainnya; 

h. Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci mcliputi kawasan 

peruntukan: semua jenis wisata alam. wisata budaya, \Visata buatan/taman 

rekreasi, dan wisata lainnya; 

i. Kawasan peruntukan permukirnan. yang dapat dirinci mcliputi kmvasan 

peruntukan: permukirnan perdesaan dan permukiman perkotaan; dan 

J. peruntukan kawasan budi daya lainnya. yang antara lain meliputi kawasan 

peruntukan: instalasi pemhangkit cncrg1 listrik. instalasi militcr. dan instalasi 

lainnya. 

Untuk kawasan budidaya di wilayah pesisir berdasarkan penjelasan tersebut 

diatas, bahwa penggunaan tanahnya merupakan bagian kawasan pesisir yang 

ditetapkan dan diperuntukan bagi fungsi utama pemberian ruang dan dukungan 
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terhadap kegiatan-kegiatan manusia dengan memperhatikan kondisi dan potensi 

sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusianya. Berdasarkan 

hal tersebut penggunaan tanah di wilayah pesisir terdiri dari: 

a. Bagi kepentingan perorangan atau badan hukum, yang mencakup 2 (dua) 

kepentingan utama yaitu: Pertama, sebagai tempat untuk mendirikan bangunan 

permukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal; dan Kedua, sebagai tempat 

mendirikan bangunan bagi kegiatan usaha seperti perikanan, wisata, restauran, 

hotel, dan usaha lain yang memerlukan penggunaan tanah kawasan pesisir; 

b. Bagi kepentingan bersama yang meliputi: penggunaan tanah kawasan pesisir bagi 

bangunan jalan di atas air, bangunan pelabuhan, penyediaan bagi alur berlalu 

lintas kendaraan air, dan tern pat mendirikan bangunan yang menj adi sarana 

kepentingan bersama. 

Adapun untuk kawasan lindung sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mcrupakan wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumbcr daya 

alam dan sumber daya buatan, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kccil dikatakan sebagai 

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pcsisir 

dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. 

Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 
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melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber 

daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan 

berkelanj utan. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan 

lindung terdiri atas: 

a. Kawasan hutan lindung; 

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air; 

c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, 

kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan 

lindung spiritual dan kearifan lokal; 

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka 

alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan 

suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan 

bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman 

wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan; 

e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan 

rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; 

f. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan 

bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air 

tanah; dan 
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g. Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan 

perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan 

kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap penggunaan tanah di wilayah 

pesisir, kawasan lindung merupakan bagian kawasan pesisir yang diperuntukan bagi 

fungsi utama pemberian perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang 

berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berkaitan dengan ini, ada 

beberapa bagian dari wilayah perariran pesisir yang tidak boleh dimanfaatkan untuk 

permukiman dan kegiatan usaha yang harus dibiarkan sebagai kawasan konservasi, 

yaitu: 

a. Bagian yang berfungsi sebagai kawasan konservasi laut; 

b. Bagian yang berfungsi sebagai suaka perikanan; 

c. Bagian yang berfungsi sebagai pantai umum; 

d. Bagian yang berfungsi sebagai alur laut bagi pelayaran, pipa/kabel bawah laut, 

dan migrasi biota laut; 

e. Bagian untuk melindungi situs budaya tradisional yang terdapat di kawasan 

pesisir; dan 

f. Kawasan strategis nasional. 

Dalam hal wilayah yang dihuni oleh masyarakat tradisional seperti di wilayah 

pesisir tidak terlepas pada pemanfaatan wilayah. Ketergantungan masyarakat pada 

alam secara otomatis akan membentuk budaya yang juga ikut melestarikan alam. 

Untuk itu kebijakan pemerintah harus memperhatikan kelompok-kelompok 

masyarakat yang sudah hidup jauh sebelum wilayah tersebut dijadikan wilayah 
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lindung terutama yang bermukim di wilayah pes1s1r. Sedangkan dalam hal 

pemanfaatan tanah, bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Penatagunaan Tanah, tidak secara tegas menentukan adanya pemanfaatan 

tanah untuk kawasan perairan pesisir namun secara tersirat terdapat dalam beberapa 

pasal peraturan tersebut. 

Pasal 4 dan penjelasannya menentukan bahwa penatagunaan tanah harus 

mengandung pola pengelolaan tata guna tanah yang membagi pemanfaatan ruang ke 

dalam 2 (dua) kelompok yaitu : (1) kawasan lindung yang di antaranya terdiri dari 

kawasan sempadan pantai, gelombang pasang sebagai bagian rawan bencana, dan 

kawasan pantai berhutan bakau; (2) kawasan budi daya yang di antaranya kawasan 

perikanan di wilayah pesisir. Dalam pasal 13 pada peraturan tersebut juga 

dinyatakan bahwa Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau 

kawasan budidaya diatur antara lain: 

a. Barus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu 

fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. 

c. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan, harus 

dipelihara dan dicegah kerusakannya. 

d. Pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling 

mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan 

tanahnya. 

Sedangkan pada pasal 15 menentukan bahwa penggunaan dan pcmanfaatan 

tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang bcrada di sempadan 

86 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus 

memperhatikan : (1) kepentingan urn um; dan (2) keterbatasan daya dukung, 

pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati 

serta kelestarian fungsi lingkungan. Dalam Penjelasan Pasal 15 dinyatakan bahwa 

pada hakekatnya pulau kecil dan kawasan pesisir khususnya yang berkaitan dengan 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan di bidang-bidang tanah yang berada 

disepanjang pantai memiliki keunikan tersendiri baik dari segi kegiatan sosial, 

ekonomi, lingkungan dan sumber daya alam lainnya. 

Pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dominan yaitu untuk perikanan, 

pertanian, kehutanan, pelabuhan, permukiman dan infrastruktur, industri, 

penambangan, kawasan konservasi, penelitian dan pariwisata.Hal lain untuk 

pemanfaatan wilayah pesisir bila ditinjau dari tipologinya dicirikan oleh kondisi 

iklim, topografi wilayah, kondisi batuan, jenis tanah, kondisi hidrologi (ketersediaan 

air tawar baik dari sumber air tanah maupun air permukaan) dan kondisi oseanografi 

yang meliputi kedalaman laut, perilaku gelombang, arus, dan pasang surut air laut. 

Faktor lain yang menentukan adalah ekosistem utama yang ada di wilayah pesisir 

yang meliputi hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. 

Berikut beberapa tipologi pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana tabel 4.1 

berikut: 
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Tabel 4.1. Tipologi Pemanfaatan Wilayah Pesisir. 

Couper 's Global Marine 
Sorensen and 

Vallega Coastal Use Hawaii oc:ean'Res'ources""''' 
Interaction Model McCreary (1990) 

Pido and Chua (1992) Framework Management 
(Couper 1983) (Vallega 1992) (CZMapproach) (1991) 

1. Navigasi dan 1. Perikanan 1. Pertanian 1. Pelabuhan 1. Penelitian 
komunikasi 

2. Sumber energi dan 2. Daerah 2. Perikanan dan 2. Perkapalan 2. Rekreasi 
mineral konservasi akuakultur 

3. Sumberdaya biologi 3. Suplai air 3. Infrastruktur 3. Jalur pipa laut 3. Pelabuhan 
4. Pembuangan limbah 4. Rekreasi 4. Penambangan 4. Kabel 4. Perikanan 
5. Strategi dan 5. Pariwisata 5. Pclabuhan 5. Transportasi udara 5. Perlindungan ekosistem 

pertahanan laut 
6. Rekreasi 6. Pembangunan 6. Industri 6. Sumberdaya biologi 6. Erosi pantai dan pesisir 

pelabuhan 
7. Permukiman 7. Sumber energi 7. Pari wisata 7. Hidrokarbon 7. Pengelolaan buangan 

8. Pcmbuangan 8. Pcrkotaan 8. Permukiman 8. Akuakultur 
limbah 

9. lndustri 9. Kehutanan 9. Pertahanan 9. Sumber energi 
10. Pertanian 10. Perkapalan 10. Rekreasi 10. Mamalia laut 

(Shipping) 
11. Marikultur 11. Pcrmukiman 11. Penahan gelombang 11. Permukiman 
12. Permukiman 12. Pembuangan limbah 

15. Preservasi dan 
konservasi 

(Sumber: Valega, 1996 dalam Cicin Sain & Knecht 1998) 
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C. Pertimbangan Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Di Wilayah Pesisir 

1. Keberadaan Permukiman/Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan 

Langsung Dengan Pantai 

Keberadaan permukiman/bangunan yang berada di pantai (sempadan pantai) 

maupun pemukiman/bangunan yang berada di atas air (pelantar) merupakan 

fenomena umum yang dapat ditemukan di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Hal 

ini menandakan bahwa hanya pada daerah pesisir dengan karakteristik pesisir atau 

pantai tertentu dan dengan karakteristik masyarakat tertentu saja pola permukiman 

yang demikian. 

Karakteristik masyarakat yang tinggal pada wilayah pes1sir JUga turut 

mempengaruhi terbentuknya pola permukiman. Kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya, secara bersama mendorong masyarakat untuk memilih tinggal dan menetap 

pada permukiman/bangunan yang didirikan dipinggir pantai maupun di atas air. Hal 

tersebut merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat, yang seiring 

dengan berjalannya waktu juga mendapat pengaruh dari kebudayaan lain sebagai 

dampak dari perdagangan antar wilayah. 

Suatu wilayah yang berkembang dihadapkan pada kondisi terbatasnya lahan 

untuk pembangunan. Selain masalah kebutuhan lahan, pola hidup masyarakat yang 

berakar dari budaya yang bersumbcr dari karakteristik alam suatu wilayah pesisir 

pada beberapa wilayah di Indonesia mendorong tumbuh dan bcrkembangnya bentuk

bentuk permukiman yang salah satunya didirikan di atas air. Bcntuk-bentuk 

permukiman yang demikian telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian 

masyarakat pesisir di Indonesia yang perlu dilindungi keberadaaanya. 
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Dari sudut pandang pertanahan, menurut Winoto (2013) bahwa perlindungan 

negara terhadap kepemilikan masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir 

yang berbatasan langsung dengan pantai harus didasarkan pada empat prinsip yakni: 

a. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dan melahirkan sumber sumber barn kemakmuran rakyat; 

b. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan 

kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan 

pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah; 

c. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber

sumber ekonomi masyarakat tanah; dan 

d. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan 

kehidupan bersama secara harmonis dengan mcngatasi bcrbagai scngketa dan 

konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yng tidak 

lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. 

Berdasarkan 4 (empat) prinsip tersebut, pengaturan penguasaan tanah di 

wilayah pesisir melalui kebijakan pertanahan di wilayah pesisir diperlukan. Untuk 

memenuhi prinsip keadilan, masyarakat yang tinggal dan menetap pada wilayah

wilayah permukiman di atas air harus dipandang sebagai bagian dari suatu kesatuan 

masyarakat Indonesia yang majemuk. Pola serta pilihan masyarakat tersebut untuk 

tinggal dan menetap di wilayah pesisir mesti dipandang sebagai warisan budaya 

maritim nasional yang luhur. Untuk itu keberadaan permukiman masyarakat tersebut 
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juga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara. 

Untuk memenuhi prinsip kesejahteraan, maka usaha perlindungan dan 

kepastian hukum yang diberikan negara kepada masyarakat pada umumnya dan 

masyarakat yang tinggal di pesisir pada khususnya harus di arahkan guna 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Adanya kepastian hukum bagi 

aset masyarakat dalam bentuk rumahlbangunan yang didirikan di atas air tersebut 

merupakan dasar dalam upaya memenuhi prinsip kesejahteraan tersebut dalam hal 

pemodalan untuk usaha mandiri maupun kolektif. 

Dengan tersedianya modal lebih lanjut akan mendorong optimalisasi 

pemanfaatan obyek tersebut dan peningkatan produktifitas ekonomi. Peningkatan 

produktifitas ekonomi tersebut, akan berpengaruh pada nilai asset serta pajak bumi 

dan bangunan sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Dcngan meningkatnya 

pendapatan daerah, pelayanan publik dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan 

kesejahteraan kolektif. 

Untuk memenuhi pnns1p harmoni sosial, maka kepastian hukum untuk 

mengatur permukiman/bangunan di atas air pada wilayah pesisir tersebut harus 

mempertimbangkan dampaknya bagi keharmonisan sosial pada lingkungan tersebut. 

Kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang berbatasan langsung 

dengan pantai karena sifatnya yang spesifik hendaknya juga mcmpertimbangkan 

kepentingan masyarakat umum yang lebih luas antara lain: 

a. Permukiman/bangunan tersebut tidak menutup atau meniadakan aksesibiltas 

masyarakat dari daratan ke laut atau sebaliknya; 
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b. Tidak menimbulkan spekulasi perluasan pembangunan kawasan permukiman di 

atas air, yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan, serta 

mengarah kepada konflik kepentingan antar pihak yang berkepentingan di 

dalamnya. 

Hal terse but juga untuk memenuhi prinsip keberlanjutan. Mempertimbangkan 

daya dukung serta daya tampung lingkungan saat ini dan untuk waktu mendatang 

terutama perlindungan ekosistem alami pada wilayah pesisir. 

Terkait pengaturan penguasaan tanah tersebut, sebagai landasan hukum 

pertanahan yang utama di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan 

adanya hak menguasai negara yang memberikan kewenangan pada negara guna 

mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah. Salah satu perwujudan dari hak 

menguasai negara tersebut adalah adanya kewenangan negara untuk menentukan dan 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan 

ruang angkasa. Lebih lanjut secara eksplisit dinyatakan bahwa wewenang yang 

bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat. 

2. Kcarifan Lokal Dan Budaya Masyarakat Pcsisir 

Permukiman/bangunan yang berada di wilayah pes1sir yang berbatasan 

langsung dengan pantai dan di atas air dibangun atas dasar suatu kearifan lokal 

tertentu yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Hal tersebut 

seiring dengan berlangsungnya perdagangan antar wilayah yang turut menyerap 

pengaruh budaya lain. Dengan demikian nilai-nilai adat istiadat wilayah tersebut 
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mempengaruhi dan mengatur tumbuh serta berkembangnya Permukiman/bangunan 

yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dan di atas 

air. 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUP A) menyatakan 

bahwa: 

" Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan 
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum agama". 

Dalam konteks kaitan antara hukum adat dengan hak kepemilikan, dalam 

Pasal 22 UUP A dinyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur 

dengan Peraturan Pemerintah, atau melalui penetapan pemerintah menurut cara dan 

syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, serta karena adanya 

ketentuan Undang-undang. Lebih lanjut dalam pasal 56 ayat 1 UUPA dinyatakan 

bahwa: 

" Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 
(1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat 
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang 
memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 
20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang
undang ini". 

UUPA Juga secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat sebagai 

aturan/norma yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah pada suatu wilayah, dan sepanjang belum ada undang-undang serta peraturan 

yang secara khusus mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
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pemanfaatan tanah khususnya pada permukiman di atas air, maka aturan/norma 

setempat yang berlaku. 

Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa dimungkinkan adanya pemberian hak 

atas tanah permukiman/bangunan yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan 

langsung dengan pantai maupun di atas air. 

3. Permukiman/Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan Langsung 

Dengan Pantai 

Permukiman/Bangunan di atas air pada wilayah pesisir adalah bangunan 

permanen yang seluruh atau sebagiannya didirikan pada sempadan pantai, bagian 

pesisir yang mengalami pasang surut air laut dan atau bagian pesisir yang selalu 

tertutup air laut, yang didirikan dengan menggunakan tiang/pancang/pondasi yang 

menancap/tertanam/terhubung secara permanen ke tanah di dasar perairan. 

Beberapa tipologi permukiman/bangunan di wilayah pcsisir yang berbatasan 

langsung dengan pantai sebagaimana ilustrasi berikut: 
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a. Permukiman/Bangunan yang didirikan pada bagian yang dikategorikan 
sempadan pantai 

---+-- Bagilo YID8 JDal8lllmi --~ .... -
plSlllg surul I 

--+ 

- - - - - - - PllSID!! Tei1iogsi 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016 

Gambar 4.22. Bangunan Terletak dalam Kategori Sempadan Pantai 

b. Permukiman/Bangunan yang didirikan yang sebagiannya berada di daratan 
kering 

Bll!lim yq selalu 
tatulup lir llut 

I ... BagiaD YID!! rdllif 
lidak pCIDlb 

l«galloglscq>adan 
paolai 

- - - - - - - P1Sang Tei1iogsi 

--+ 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016 

Gambar 4.23. Bangunan Terletak Sebagiannya Berada Di Daratan Kering 
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c. Permukiman/Bangunan yang didirikan terletak pada bagian pesisir yang 
mengalami pasang-surut 

----- Bagjlo YIDI! maigallmi pasmg surut 

- - - - - - - Pasq Ta1in88i 

--

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016 

Gambar 4.24. Bangunan Terletak Di Bagian Pesisir Yang Mengalami Pasang-Surut 

d. Permukiman/Bangunan yang didirikan terletak di kawasan yang selalu 
ditutupi air laut. 

Bagian YID!! selllu 
tutulup lir laul 

Bagian YID!! relatif 
tidal< pemab 

lergenang/•emp•dan 
plllllli 

- - - - - - - PasqTC11in88i 

--

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016 

Gambar 4.25. Bangunan Terletak Di Kawasan Yang Selalu Ditutupi Air Laut 

e. Obyek Hak Atas Tanah 

Bangunan di atas air merupakan perwujudan dari objek hak atas tanah. Yang 

menjadi objek hak atas tanah pada bangunan tersebut adalah proyeksi dari batas 

bidang yang telah ditunjuk oleh pemilik bangunan dan ditetapkan petugas 
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pengukuran dengan persetujuan pemilik bangunan lain yang berbatasan. Batas 

bidang dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

I Obydt I ---1 Alas 
I Tlllllh 

-------PU1118Tcrtio8!!i 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016 

Gambar 4.26. Bangunan Sebagai Obyek Hak Atas Tanah 

Suatu objek hak atas tanah dinyatakan ada jika permukiman/bangunannya 

ada atau berbentuk, dengan kata lain obyek hak atas tanah tersebut muncul jika 

terlebih dahulu telah ada penggunaan dan pemanfaatannya. Jadi tanda batas bidang 

saja tidak dapat dijadikan dasar bagi keberadaan objek hak atas tanah di atas 

perairan, dengan kata lain, tanpa adanya bangunan tanda batas bidang tidak dapat 

merepresentasikan batas obyek hak atas tanah. 

f. Subyek Hak Atas Tanah 

Subyek dari hak atas tanah dapat terdiri dari perorangan, badan hukum 

swasta maupun badan hukum publik. Dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan 

tanah suatu obyek hak dalam artian pemakaian tanah, secara normatif subyek hak 

atas tanah tersebut dapat mendirikan dan memiliki bangunan. Mengutip pendapat 

Boedi Harsono (2007: 5) yang menyatakan bahwa: 
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"Hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk 2 tujuan. Pertama, untuk 
diusahakan. Misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), 
mungkin juga petemakan. Kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun 
sesuatu. Seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan 
jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lainnya. Karena semua 
hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya memang dapat 
dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan hak pakai. Tetapi mengingat 
bahwa dalam masyarakat modem peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka 
untuk memudahkan pengenalannya, hak pakai untuk keperluan yang bermacam
macam itu masing-masing diberi hak nama sebutan yang berbeda, yaitu hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai." 

g. Risiko dan Dampak Permukiman!Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang 
Berbatasan Langsung dengan Pantai. 

Secara alami karakteristik fisik wilayah pesisir akan mcmbatasi perluasan 

serta pengembangan permukiman/bangunan yang berada di pantai maupun diatas air. 

Meski sangat dimungkinkan untuk melakukan rekayasa teknis terhadap kondisi fisik 

alami dalam rangka perluasan dan pengembangan permukiman/bangunan, namun hal 

tersebut juga memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, untuk menjaga kelangsungan 

kelcstarian ekosistem, fisik dan lingkungan pada wilayah pesisir, guna menjaga serta 

mempertahankan terselenggaranya pembangunan yang bcrkelanjutan pada wilayah 

terse but. 

Terkait hal tersebut, pertimbangan resiko dan dampak dari perluasan serta 

pengembangan permukiman/bangunan yang berada di pantai maupun diatas air 

akibat aktivitas yang berlangsung perlu dilakukan. Resiko yang dimaksud disini 

adalah kemungkinan terjadinya gangguan terhadap pcrmukiman/bangunan yang 

berada di pantai maupun diatas air sebagai akibat dari faktor pcrubahan iklim seperti 

terjadinya bencana hidrologi dengan naiknya permukaan air laut yang akan berakibat 
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terjadinya abrasi pantai ataupun longsor sehingga berpotensi memberikan akibat 

serius terhadap permukiman/bangunan yang akan di didirikan tersebut. 

Risiko lain adalah terjadi abrasi/longsor pantai akibat aktivitas yang 

dilakukan secara sengaja oleh manusia seperti kegiatan pertambangan pasir timah 

lepas pantai, seperti yang dikemukakan oleh H. Mahir mengenai aktivitas kapal isap 

produksi (KIP) yang merupakan mitra kerja dari PT. Timah yang beroperasi tidak 

jauh dari Kampung Nelayan Kota Sungailiat Kabupaten Bangka. 

Menurut H. Mahir bahwa: 

"Sejak beroperasinya kapal isap produksi beberapa tahun belakangan, membawa 
perubahan terhadap lingkungan pesisir Sungailiat. Kegiatan kapal isap tersebut 
mengakibatkan adanya cekungan di tengah laut (posisi kapal isap) dan cekungan 
tersebut secara perlahan menarik pasir yang berada di pinggir pantai menuju arah 
cekungan tersebut, sehingga menggerus sisi pantai di sekitar yang mengakibatkan 
abrasi/longsomya pasir pantai. Pantai yang dulu landai dan bisa dinikrnati berjalan 
dipasir bi la air surut sekarang tidak bisa lagi karena sudah tergerus dan jarak pantai 
dengan bangunan rumah hanya sekitar 10 - 20 meter yang tad in ya berjarak lebih 
dari 100 meter. Pasir hasil isap terse but dibuang disisi lain dari kapal terse but 
sehingga membentuk gundukan pasir ditengah laut namun tidak bisa diusahakan 
karena tercemar oleh limbah kimia hasil proses pcngayakan pasir dan timah" 
(H. Mahir, Pegiat Lingkungan Hidup Kampung Nelayan Kota Sungailiat 
Kabupaten Bangka) 

Sedangkan dampak yang dimaksud disini adalah akibat yang dapat 

ditimbulkan oleh keberadaan permukiman/bangunan yang berada di pantai maupun 

di atas air terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah pesisir. Sebagai contoh 

terganggunya aktivitas pelayaran, sebagai akibat pembangunan 

permukiman/bangunan tersebut sehingga mengganggu alur pelayaran. Dampak 

lainnya adalah terganggunya ekosistem pada wilayah pesisir tersebut yang 

berdampak pada pengurangan sumber daya ikan pada daerah tangkapan ikan pada 
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perairan tersebut serta terbatasnya aksesibilitas masyarakat akibat adanya bangunan-

bangunan tersebut. 

Sebagai ilustrasi dari risiko dan dampak dari keberadaan 

permukiman/bangunan di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai 

dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut: 

Dampak ' 
Alur : 

Pelayaran dan ; 
abesJbtUtas I 

Terganggu ; 
I 

I 

Kawasan Rawan Bencana 
- - - - - - - - - - - - (Pcrubahan lklirn) 

Resiko : 
I 

------------+: 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016 

Gambar 4.27. Risiko dan Dampak Permukiman/Bangunan di Wilayah Pesisir Yang 
Berbatasan Langsung dengan Pantai 

D. Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan 
Langsung dengan pantai 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, dimana di dalam 

pasal 60 dinyatakan bahwa "Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang 

berbatasan dengan pantai diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah" 

Mengingat peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini belum ada, maka 

dalam penelitian ini Penulis mencoba untuk memberikan pandangan mengenai hal-

100 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



hal yang perlu diatur dan dapat dimplementasikan dalam membuat kebijakan 

pertanahan di wilayah pesisir. 

Kebijakan pertanahan merupakan kebijakan publik. Kebijakan yang telah 

disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, karena 

implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang 

masih bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik 

berusaha menghasilkan outcome yang dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan di antara 

pembentukan sebuah peraturan eksekutif atau keluamya standar peraturan dan 

konsekuensi dari kebijakan bagi masayarakat yang mcmpengaruhi beberapa aspek 

kehidupannya. 

Sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun 

masih bisa terjadi jika proses implementasinya tidak tepat, bahkan scbuah kebijakan 

yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka 

kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. 

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya adalah 

cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat 

mencapai tujuan sebagimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. 

Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa kebijakan publik yang 

diimplementasikan dengan baik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik sekaligus mendorong 

terciptanya partisipasi publik dalam pembangunan secara luas. 
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Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini 

sangat membutuhkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah, swasta, dan 

masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implementasi kebijakan itu 

sendiri. Namun keberhasilan pelaksanaan kebijakan, proses kebijakan pada tingkat 

operasional harus dapat menjabarkan semua kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat 

kebijakan dan pengatur kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan 

mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Berorientasi pada teori Grindle bahwa keberhasilan proses implementasi 

kebijakan sampai kepada tercapainya hasil dipengamhi oleh isi kebijakan (content of 

policy) dan konteks implementasinya (cont ex of implementation). Dal am penyusunan 

kebijakan pertanahan, isi kebijakan (content of policy) hams diatur hal-hal yang 

mengatur mengenai pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir serta bagaimana 

.implemnetasi dari kebijakan terse but (cont ex of implementation). 

Bila memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, bahwa kebijakan 

pcrtanahan di wilayah pcsisir dalam ha! pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir 

hams memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penyusunan isi kebijakan hams mempcrhatikan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang tclah menetapkan zona

zona pemntukan yang disesuaikan dengan karaktcrisktik wilayah. 

b. Aspek Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah 

pes1s1r. 
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c. Keberadaan dan Budaya kehidupan Masyarakat yang telah bermukim cukup 

lama di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan Langsung dengan pantai. 

d. Ketentuan terkait terhadap kebijakan wilayah pesisir yang berlaku saat ini. 

2. Konteks implementasi kebijakan hams memperhatikan: 

a. Penerima manfaat kebijakan. 

b. Manfaat dari kebijakan. 

Dalam penyusunan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir dan berdasarkan 

hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Penulis menyampaikan pandangan mengenai 

implementasi kebijakan pertanahan di wilayah pesisir sebagai berikut: 

1. Penentuan Zona Kawasan Pesisir Yang Dapat Diberikan Hak Atas Tanah. 

Setiap kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

di daratan ataupun di perairan pesisir harus berlangsung tertib, aman, dan 

memberikan manfaat bagi kemakmuran bagi warga masyarakat serta menjamin 

keberlangsungan lingkungan alamnya. Oleh karenanya, penataan ruang menjadi 

penting sebagai dasar bagi pemanfaatan serta penguasaan dan pemilikan bagian dari 

ruang yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan 

Tanah secara implisit mengharuskan adanya pola ruang dan struktur ruang dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam bentuk rcncana tata 

ruang wilayah dan dtetapkan mclalui pcraturan daerah. 

Secara umum hal tersebut telah ditegaskan dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sudah mengamanatkan agar penataan 

ruang di tingkat nasional serta tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencakup 

baik ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam tubuh bumi maupun ruang laut. 

103 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Pasal 6 ayat (3) menentukan : Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang 

wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, 

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 

kesatuan. Begitu juga Pasal ayat (4) : Penataan ruang wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Di tingkat nasional, penataan ruang laut meliputi ruang laut yang ada di 

wilayah yurisdiksi dan yang ada di wilayah kedaulatan negara. Di tingkat 

provinsi, penataan ruang laut mencakup wilayah seluas 12 (dua belas) mil laut 

dihitung dari titik pasang tertinggi air laut. Di tingkat kabupaten/kota, penataan 

ruang laut mencakup wilayah 3 (tiga) mil dihitung dari titik pasang tertinggi air 

laut. 

b. Menganalogi penataan ruang darat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 26 tahun 2007 tersebut, penataan ruang laut bagi kepentingan 

pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah di wilayah pesisir dapat terdiri 

dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang mengandung susunan 

permukiman beserta sarana dan prasarana seperti alur bcrlalu lintas untuk 

mendukung kegiatan di kawasan pera1ran pes1s1r. Pola ruang mengandung 

pembagian ruang laut ke dalam 2 (dua) fungsi utama yaitu kawasan lindung dan 

kawasan budi daya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 yang mengharuskan disusunnya Rencana Zonasi Perairan Pesisir. 

Atas dasar struktur dan pola ruang laut baik nasional maupun provinsi dan 

kabupaten/kota, disusun rencana zonasi ruang laut yang akan menjadi instrumen 
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pengendali setiap kegiatan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan wilayah 

. . . 
perauan pes1s1r. 

2. Pemberian Hak Atas Tanah. 

Berdasarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa pembentukan 

hukum agraria (pertanahan) nasional harus didasarkan pada ketentuan, asas, nilai, 

dan lembaga hukum adat sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Dalam hukum adat 

dikenal "asas intensitas penguasaan dan penggunaan tanah" atau "asas 

rechtverwerking ". Asas hukum ini mengandung makna bahwa setiap orang yang 

membuka tanah serta kemudian menguasai dan menggunakan tanah tersebut secara 

intensif terus menerus, maka orang terse but harus diakui sebagai pemegang hak atas 

tanah atau orang yang berhak atas tanah tersebut. 

Berdasarkan asas hukum ini, timbulnya hak kepemilikan atas tanah dapat 

terjadi karena adanya hubungan penguasaan dan penggunaan atau pemanfaatan yang 

intensif terus menerus. Fungsi negara melalui instansi yang berwenang di bidang 

pertanahan adalah memperkuat dengan penegasan adanya hak kepemilikan atas 

tanah tersebut dengan sertipikasi dan penegasan status haknya. 

Asas rechtsverwerking ini scbagaimana dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tcntang Pendaftaran Tanah mencgaskan bahwa 

dalam ha! atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama 

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 

secara nyata mcnguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah 

itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
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tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada pemegang sertipikat dan kantor pertanahan yang bersangkutan maupun tidak 

ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

penerbitan sertipikat tersebut. 

Hakekat terjadinya pemberian hak atas tanah, jika mencermati pendapat Prof. 

Boedi Harsono diatas, dapat dikatakan apabila tanah diusahakan dan tanah dibangun 

sesuatu. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya 

memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan Hak Pakai. 

Namun karena peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan 

pengenalannya, Hak Pakai untuk keperluan yang bcrmacam-macam itu masing

masing diberi hak nama sebutan yang berbeda, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai." 

Hak Milik, Hak Guna U saha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

sebagaimana pasal 16 UUP A merupakan hak atas tanah yang dapat diberikan 

kepada masyarakat perorangan maupun badan hukum dcngan melakukan 

pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 UUP A. Hak milik sebagaimana pasal 20 

UUPA merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpcnuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah. Sifat-sifat daripada hak milik yang membcdakannya dengan hak

hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpcnuh" yang dapat dipunyai 

orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak 

yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" scbagai hak eigendom 

menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bcrtentangan 

dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "tcrkuat dan 
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terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna

bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara 

hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: 

paling)-kuat dan terpenuh. 

Hak Guna Usaha sebagaimana pasal 28 UUPA merupakan hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu, guna 

perusahaan pertanian, perikanan a tau petemakan. J angka waktu tertentu dimaksud 

sebagaimana pasal 29 adalah hak yang waktu berlakunya terbatas yakni 25 tahun 

atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang misalnya mengingat pada 

tanaman kelapa sawit. Hak guna usaha ini adalah hak yang khusus untuk 

mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri dan diperuntukan bagi perusahaan 

pertanian, perikanan dan petemakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak 

guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang 

luasnya paling sedikit 5 hektar. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada 

orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya 

mungkin dengan pembatasan. 

Hak Guna Bangunan sebagaimana pasal 35 UUPA merupakan hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 

sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling 

lama 20 tahun mengingat keperluan scrta kcadaan bangunan-bangunannya. 

Sedangkan hak pakai scbagaimana pasal 41 UUP A merupakan hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut basil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
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ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. 

Hak pakai dalam prakteknya diberikan untuk gedung-gedung pemerintahan, 

gedung-gedung kedutaan negara-negara Asing yang berlaku selama tanahnya 

dipergunakan untuk itu, serta dapat pula diberikan kepada perorangan atau badan 

hukum dengan waktu pemakaian terbatas sesuai dengan kepentingan pemakaiannya. 

Prinsip pemberian hak atas tanah terscbut harus berdasarkan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota dan tidak masuk dalam kawasan hutan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Ten tang 

Penatagunaan tanah bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada 

hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. 

Pemberian hak atas tanah sebagaimana pasal 10 peraturan di atas disebutkan 

bahwa setelah penetapan rencana tata ruang wilayah, penyelesaian administrasi 

pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi 

syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah. Penyelesaian administrasi pertanahan dimaksud antara lain 

pemindahan hak, pcralihan hak, peningkatan hak, penggabungan, dan pemisahan hak 

atas tanah. 

Hal yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, 

M.Sc bahwa: 
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"Kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir hams memperhatikan land 
characteristic dan land use dengan berpedoman kepada rencana tata mang wilayah 
kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Berdasarkan land characteristic dan land use 
(penggunaan tanah) tersebut, melalui pendaftaran hak atas tanah dapat menentukan 
jenis hak yang tepat diberikan sesuai dengan penguasaan dan pemilikan tanahnya 
(land tenure) dan dapat mempengamhi nilai tanah (land value). Perlu diperhatikan 
juga dampak dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dan 
lingkungannya" 
(Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah 
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) 

Pemberian hak atas tanah tersebut hams melalui proses pendaftaran tanah 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 UUPA, 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut 

temtama terkait dengan "alat bukti awal" yang dapat digunakan sebagai alas hak 

untuk dilakukan pendaftaran tanah dan penegasan status hak atas tanah serta 

penerbitan sertipikat. 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa 

alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan 

saksi dan/ atau pemyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap 

cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 

membebaninya. 

Dalam ha! tidak atau tidak lagi tcrsedia secara lengkap alat-alat pembuktian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan 

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) 

tahun atau lebih secara bertumt-tumt oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-

pendahulunya, dengan syarat: 

109 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang 

bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian 

orang yang dapat dipercaya. 

b. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau 

desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 

Ketentuan Pasal 24 tersebut dapat dikemukakan bahwa seseorang dapat 

dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah atau yang berhak atas tanah, dan 

sekaligus dapat dijadikan alas hak untuk diberi sertipikat nantinya, jika: 

a. Seseorang mempunyai alat bukti tertulis berupa sertipikat model lama, surat 

keputusan pemberian hak, surat/akta yang menandakan adanya peralihan hak, 

petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kerikil dan Verponding Indonesia, atau 

surat keterangan riwayat tanah yang pemah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan (Penjelasan Pasal 24 ayat ( 1 ); a tau 

b. Pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau 

pemyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya. Dalam 

praktik terutama dengan mengacu pada Pasal 3 9 ayat ( 1) huruf b angka 2) dan 

Pasal 41 ayat ( 4) huruf b angka 2) peraturan terse but yaitu terhadap tanah yang 

belum bersertipikat cukup dibuktikan dengan surat pcmyataan tanah belum 

bersertipikat dari pihak yang memiliki yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah; 

a tau 

c. Orang yang bersangkutan secara nyata-nyata telah menguasai secara fisik tanah 

selama 20 ( dua puluh) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (2) di atas. Dalam praktik, dengan mengacu juga pada Pasal 39 ayat (1) 

110 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



huruf b angka 1) dan Pasal 41 ayat ( 4) huruf b angka 1) peraturan terse but, 

kenyataan penguasaan fisik atas tanah oleh seseorang itu diujudkan dalam 

bentuk: surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan menguasai secara fisik bidang tanah tersebut sebagaimana 

dimaksud Pasal 24 ayat (2). 

Terkait dengan tanah timbul baik yang alami maupun buatan melalui 

kegiatan reklamasi, sebagaimana Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2004 Tentang Penatagunaan Tanah bahwa Tanah yang berasal dari tanah timbul atau 

hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas 

sungai dikuasai langsung oleh Negara. Untuk pemberian hak atas tanahnya, 

sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah 

Reklamasi bahwa pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama 

untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut. 

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, pcnerima manfaat dari 

dikeluarkannya kebijakan ini adalah masyarakat, pcmangku kepentingan, badan 

hukum dan instansi pemerintah yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah 

pesisir dalam ha! perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, perikanan 

dan pelabuhan swasta. 

Adapun manfaat dari dikeluarkannya kebijakan ini antara lain adanya 

jaminan kepastian hukum hak atas tanah, baik bagi masyarakat, pemangku 

kepentingan, badan hukum dan instansi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan 

faktor ekonomi, sosial dan budaya. 

111 

42146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



E. Jaminan Kepastian Hukum. 

Jarninan kepastian hukum hak atas tanah merupakan salah satu tujuan 

dikeluarkannya UUP A. Kepastian dimaksud berupa Kepastian akan subyek hak 

(perorangan atau badan hukum), kepastian obyek hak (letak batas dan luas tanah) 

dan kepastian jenis haknya sesuai peruntukannya (hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan maupun hak pakai). Pemberian jaminan kepastian hukum dilakukan 

melalui pendaftaran hak atas tanah sebagaimana pasal 19 UUP A. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah berpedoman pada Peraturan Pemerimah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan peraturan 

pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997. 

Adanya jaminan kepastian hukum pada suatu hak atas tanah dapat dilakukan 

dengan melakukan pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak atas 

tanah. Pembuktian tersebut termaktub dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu: 

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang temrnat di dalamnya, 

sepanjang data fisik dan data yuridis tcrsebut sesuai dengan data yang ada dalam 

surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

2. Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 
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baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai 

hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila 

dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepala kantor 

pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat. 

3. Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf 

c, pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang 

menyatakan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sistem publikasi pendaftaran tanah 

yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu Sertipikat hanya merupakan surat 

tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang 

tercantum dalam Sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima secara 

hukum sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain 

yang membuktikan sebaliknya. Pengadilan mempunyai kewcnangan memutuskan 

benar tidaknya Sertipikat tersebut apabila sengketa pertanahan. 

Namun ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan, yaitu Negara tidak 

menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya 
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jaminan bagi pemilik Sertipikat dikarenakan sewaktu-sewaktu akan mendapatkan 

gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat. 

Untuk menutupi kelemahan tersebut, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah 

diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 

sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat 

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat 

terse but. 

F. Rekomendasi 

Berdasarkan ura1an dan penjelasan mengenai hal-hal tcrkait kebijakan 

pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dalam rangka implementasi kebijakan 

pertanahan di wilayah pesisir dan terkait dengan pasal 60 Peraturan Pemerintah No. 

40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas 

Tanah, dimana di dalam pasal 60 yang menyatakan bahwa: 

"Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas sebidang 
tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai diatur 
tersendiri dengan Peraturan Pemerintah'' 

dan diperkuat dengan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1197 tanggal 3 Juni 1997 Tentang Permohonan 
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Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan 

Pantai yang menyatakan bahwa: 

"Permohonan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan 
dengan pantai untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
yang mengatur hal tersebut." 

dan bila mencermati pendapat dari Prof. Boedi Harsono dan Prof. Dr. Ir. Budi 

Mulyanto, M.Sc sebagaimana tersebut diatas, Penulis berpandangan bahwa 

pengambil keputusan kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang 

berbatasan langsung dengan pantai hams memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peruntukan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian hak atas tanah. 

2. Hasil analisis mengenai penggunaan tanah (iand use) dan kemampuan tanah (land 

characteristic) yang dituangkan dalam bcntuk pertimbangan teknis pertanahan 

(sesuai Peraturan Kepala Badan Pcrtanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin 

Lokasi, Penetapan Lokasi Dan lzin Perubahan Penggunaan Tanah) termasuk 

didalamnya rekayasa teknis apabila dipcrlukan; 

3. Pertimbangan teknis pertanahan sebagai bahan pertimbangan pengambil 

keputusan layak tidaknya hak atas tanah diberikan pada lokasi yang dimohon dan 

jenis hak yang tepat tcrhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan 

penguasaan dan pemilikan tanahnya (land tenure). 
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4. Dampak dikeluarkannya kebijakan pemberian hak atas tersebut bagi kesejahteraan 

masyarakat dan keberadaan ekosistem lingkungan pesisir. 

Kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang berbatasan 

langsung dengan pantai tersebut dapat diimplementasikan melalui kebijakan 

pertanahan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan peruntukan dan 

pemanfaatannya sebagai kawasan budidaya sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota; 

b. Tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan konservasi yang ditetapkan 

melalui peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 

c. Penguasaan bidang tanah tcrsebut telah dikuasai dalam waktu lama secara 

berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah baik dalam 

bentuk akta maupun surat pemyataan/keterangan pemilikan tanah; 

d. Pada daerah tertentu yang masih memcgang teguh adat istiadat masyarakat 

pesisir, hak atas tanah dapat diberikan pada permukiman yang tumbuh dan 

berkembang sebagai akibat dorongan adat istiadat, budaya, sosial, ekonomi dan 

kearifan lokal, baik yang bcrada di pinggir pantai maupun yang berada di atas air. 

e. Terkait angka 4 tersebut, untuk mcnjaga ekosistem laut jarak terjauh bangunan 

rumah yang dapat didirikan diatas air paling jauh 0.5 mil dari pasang tertinggi 

atau pada kedalaman maksimal 10 meter serta tidak mengganggu alur laut dan 

ekosistem pesisir dan laut. 
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f. Obyek hak atas tanah yang digunakan dan dimanfaatkan dapat berupa bangunan 

rumah, prasarana, sarana, maupun utilitas umum yang berada di pinggir pantai, 

sebagian atau seluruhnya berdiri di atas air dengan pondasi tiang pancang yang 

menancap ke tanah dan atau hasil penimbunan secara mandiri sesuai kebijakan 

daerah setempat. 

g. Subyek hak atas tanah permukiman di atas air adalah: 

a. Perorangan atau masyarakat hukum adat yang menurut adat istiadat dan/atau 

hukum adatnya mempunyai hak atas tanah di wilayah tersebut; 

b. Perorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Terhadap obyek hak atas tanah yang telah dilekati suatu hak atas tanah: 

a. Akibat bencana abrasi/longsor yang menyebabkan rusaknya bangunan dan 

musnahnya tanah maka hak atas tanahnya hapus sebagaimana pasal 27, 34 dan 

pasal 40 UUP A, dan atau 

b. Letak tanah dan bangunan ditetapkan melalui peraturan daerah scbagai 

kawasan hijau (green belt), maka hak kepcrdataan subyek hak harus tetap 

dihormati (relokasi dan atau ganti rugi). 

Terkait hal tersebut, berikut rekomendasi persyaratan dan jenis hak atas tanah 

yang dapat diberikan pada bidang tanah dan bangunan di wilayah pes1sir yang 

berbatasan dengan pantai dan di atas air sebagaimana tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2. Rekomendasi Pcrsyaratan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah Untuk Bidang Tanah Dan Bangunan Di Wilayah Pesisir 
Yang Berbatasan Dengan Pantai Dan Di Atas Air 

' • Svarat Umum.,.,,;,.;,~~r~:·.:'•:,;:'"' 
Yang termasuk didalam syarat ini adalah berbagai persyaratan yang 
hams dipenuhi dalam pengajuan permohonan hak atas tanah, scperti: 
- Pemasangan Tanda Batas. 

- Tanda Bukti Diri. 

- Alas Hak. 

"1~~s·~~1~i!!- · 
·t;;~"I'•'·' .. ,.:,"'·"'":& "··"'""'·..,_·'"·'·· "'"';,..,,:; yara" . .n:uusus ., 

1) Adanya Bangunan Fisik. 
Obyek hak atas tanah terwujud dengan adanya wujud fisik dari 
penggunaan dan pemanfaatan bagian pesisir tersebut. Wujud fisik 
dari penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut berbentuk 
bangunan, sudah dilakukan penimbunan pada bagian bangunan dan 
atau berdiri dengan tiang-tiang pancang/pondasi yang tertancap ke 
tanah pada dasar perairan. Selain itu pendirian bangunan pada 
wilayah perairan di pesisir hams mengikuti ketentuan yang berlaku 
pada daerah tersebut, untuk itu hams dibuktikan dengan adanya Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB). 

2) Pemntukan Sesuai Dengan Tata Ruang. 
Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, hams 
sesuai dengan arahan pemntukannya dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan atau Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan 
olch Kabupaten/Kota lokasi dimana permukiman/bangunan tersebut 
bcrada. 

3) Tidak mengganggu fungsi lindung dari suatu kawasan yang telah 
ditetapkan sebagai kawasan lindung. 
Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, tidak 
terletak pada wilayah/kawasan yang telah ditetapkan sebagai 
kawasan lindung. Hal tersebut berarti bahwa bidang tanah tersebut 
tidak terlctak pada kawasan hutan, yang dibuktikan dengan surat 
kctcrangan dari Dinas Kehutanan/Badan Pemantapan Kawasan 
Hutan yang menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak terletak pada 
Kawasan Hutan dan atau Kawasan Lindung. 
Untuk jenis penggunaan tertentu seperti industri dan pertambangan, 
perlu dilengkapi dengan AMDAL. 
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',1Ji~5~~!?'-r~¥J~f.!t;J;1~l~~~:~~g£:';: ·.: Sya rat· Um um; ;s'!~r~i~t~:O,-,.:t.X•:,•lit<<'.<'•'·ii<:•~,j·,',"'''''" . 
disekitarnya yang telah 

Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, tidak 
terletak pada wilayah/kawasan perairan yang telah ditetapkan 
sebagai kawasan perairan untuk keperluan tertentu, misalnya 
wilayah budidaya perikanan tertentu atau wilayah tangkap ikan 
tertentu karena akan mengganggu aktivitas budidaya yang 
berlangsung pada perairan itu. Untuk itu diperlukan surat 
keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang 
menerangkan bahwa permukiman/bangunan diatas air tersebut tidak 
terletak pada kawasan budidaya maritim tertentu yang telah 
ditetapkan. 

5) Tidak mcngganggu keberadaan alur-pelayaran umum dan 
perlintasan, alur-pelayaran masuk pelabuhan, serta zona keamanan 
dan keselamatan sarana bantu pelayaran yang terdapat pada wilayah 
perairan tersebut. 

6) Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, 
memerlukan surat ketcrangan dari Dinas Perhubungan setempat 
yang menyatakan bahwa keberadaan permukiman/bangunan diatas 
air tcrscbut tidak mengganggu alur-pelayaran umum dan 
pcrlintasan, alur-pclayaran masuk pelabuhan, serta zona keamanan 
dan keselamatan sarana bantu pelayaran yang tcrdapat pada perairan 
terse but. 
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Tabel 4.3. Rekomendasi Jenis Hak Atas Tanah Untuk Bidang Tanah Dan Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan 
Dengan Pantai Dan Di Atas Air 

Katcgori 
Pcmanfaatan 

Usaha/ 
Budidaya 

Jen is 
Pcnggunaan 

Permukiman 

Perdagangan 
dan Jasa 

Pariwisata 

Macam Hak 
Atas Tanah 

Hak Milik 

IIGB 

HGB 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 

~ 

~ 

Bad an 
Hukum 
Swasta 

~ 

~ 

Badan Hukum 
Publik 

~ 

(BUMN/D) 

~ 

(BUMN/D) 

.·.c;;-::.;~ .-::;--:; -w;,.~ ,.,,,,, .. ,.,..""",.-~%~1'·; 

Dasar Pertimbangan 

I , ' ;~- " ' ::;..- :. ;" ,. 

Sesuai dengan kebijakan yang pemah 
dikeluarkan BPN bahwa permukiman lebih 
tepat jika diberikan dengan Hak Milik untuk 
menjamin kepastian hukum bagi warga 
masyarakat. 

Untuk kegiatan usaha non pertanian termasuk 
perdagangan dapat dilakukan baik oleh 
perorangan maupun badan hukum swasta dan 
BUMN dengan HOB. Dengan HOB yang 
mempunyai batasan waktu dapat 
dipertimbangkan kelanjutan berdasarkan 
perkembangan tata ruang yang ada. 

Kegiatan pariwisata merupakan usaha yang 
padat modal sehingga hanya mungkin 
dilakukan oleh badan hukum baik oleh swasta 
maupun badan usaha milik negara. Jika usaha 
pariwisata ini dilakukan dengan 
menggunakan tanah pelantar terutama untuk 
mendirikan bangunan, maka HOB merupakan 
jenis hak atas tanah yang tepat. 
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Katcgori 
Pemanfaatan 

I 

Jen is 
Pcnggunaan 

,,. 

lndustri 

Macam Bak 
Atas Tanah 

HGB 

Pcrtambang- I Tanpa HAT/ 
an HGB 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 

..J 

Badan 
Hukum 
Swasta 

..J 

..J 

Badan Hukum 
Publik 

..J 

(BUMN/D) 

..J 

""""',....,."41~· 

Dasar Pertimbangan 

' 

• Kegiatan industri dapat dilaksanakan baik 

dalam skala besar maupun kecil-menengah. 

Untuk usaha industri dalam skala besar 

harus dilakukan melalui badan hukum baik 

perseroan terbatas maupun koperasi dan 

BUMN. Untuk usaha industri skala kecil

menengah dapat dilakukan oleh perorangan. 

• Namun demikian kegiatan industri untuk 

semua skala tersebut harus diarahkan untuk 

dilakukan di atas tanah yang berstatus HGB. 

Satu aspek lain yang harus diperhatikan 

adalah kegiatan industri di atas tanah 

Pelantar hendaknya benar didasarkan pada 

pertimbangan ekologi wilayah perairan 

pes1s1r. 

Pertambangan yang dilakukan di kawasan 

perairan pesisir merupakan pertambangan 

lepas pantai (Offshore). Kegiatan 

pertambangan ini memerlukan persyaratan 

modal besar dan teknologi tinggi sehingga 

hanya mungkin dilakukan oleh perusahaan 

swasta besar atau BUMN seperti Pertamina. 
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Katcgori 
Pemanfaatan 

Jen is 
Penggunaan 

~ :~~\:. " ,,1,\"', 

Macam llak 
Atas Tanah 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Badan Hukum 

Publik 

Dasar Pertimbangan Bad an 
Hukum 
Swasta ,, I; .. .. 

• Kegiatan pertambangan sebenarnya tidak 
berkaitan dengan hak atas tanah karena 
sesuai dengan "Asas Pemisahan Horisontal" 
antara hak atas tanah dengan benda yang 
ada di atas atau di bawah tanah, maka 
kegiatan usaha pertambangan cukup 
dilakukan atas dasar pemberian Ijin Usaha 
Pertambangan atau dalam konteks Minyak 
dan Gas Bumi sebagaimana ditentukan 
dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 harus 
dilakukan berdasarkan Kontrak Karya atau 
Perjanjian Kerjasama. 

• Dengan demikian, untuk pelaksanaan 
kegiatan pertambangan di kawasan perairan 
pesisir tidak hams meminta hak atas tanah 
(HGB) karena di samping atas dasar Asas 
Pemisahan Horisontal di atas, juga 
pertambangan MIGAS BUMI tidak 
memerlukan areal yang luas. Bangunan 
yang digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan pertambangan sudah 
menjadi bagian dari konstruksi yang 
dicakup dalam UU Pertambangan (UU 
Nomor 22/2001 atau UU Nomor 4/2009). 
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Kategori I Jen is 
Pemanfaatan Penggunaan 

I\"::. , ... 

Kcpcntingan I Jalan 
Um urn 

Macam Hak 
Atas Tanah 

• HGB 

• I lak Pakai 

atau HPL 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Badan Hukum 

Publik 

" 

Dasar Pertimbangan Bad an 
Hukum 
Swasta . .. : .• I.·· 

~ ~ 

(BUMN/ 

Pemcrintah/ 

Pemda/ 

Pcmerintah 
Desa) 

• Namun untuk kepentingan bangunan yang 
tidak terkait langsung dengan kegiatan 
pertambangan, dapat meminta hak atas 
tanah (HGB) jika memang memerlukan 
penguasaan dan pemanfaatan tanah. Jika 
bangunan tambahan tersebut bersifat 
terapung dan permanen maka harus 
meminta lj in Pemanfaatan Perairan Pesisir 
(IP3) dari instansi yang membidangi 
pera1ran pes1s1r. 

• Pembangunan dan pengelolaan jalan di 
kawasan perairan pesisir dapat berupa : ( 1) 
jalan di atas perairan (pelantar) yang 
menghubungkan antar rumah di atas air atau 
antara masing-masing rumah dengan 
daratan, yang dibangun sendiri oleh 
masyarakat ataupun oleh instansi 
pemerintah; (2) jalan di atas perairan yang 
merupakan bagian dari areal pelabuhan baik 
yang dipunyai oleh instansi pemerintah atau 
perusahaan swasta; (3) jalan yang berupa 
"flyover" atau jembatan yang 
menghubungkan antar pulau baik yang 
dibangun dan dipunyai perusahaan swasta 
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Kategori I Jenis 
Pemanfaatan Penggunaan 

I ,,,JI' 

• 

Macam Bak 
Atas Tanah 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Bad an 

Hukum 
Swasta 

Badan Hukum 
Publik 

, I _,,; -- ~..;. ,;·;;;- ,. ;< , ; 

Dasar Pertimbangan 

atau BUMN/D maupun oleh instansi 
pemerintah. 

• Untuk jalan yang menghubungkan antar 
rumah di atas tanah pelantar atau antara 
masing-masing rumah dengan daratan, dapat 
menggunakan tanah dengan status Hak 
Pakai Untuk Selamanya yang diberikan 
kepada Desa sebagai representasi 
masyarakat yang sudah membangun jalan 
atau kepada instansi pemerintah yang 
membangun. 

• Untuk jalan yang merupakan bagian dari 
pelabuhan atau jembatan antar pulau 
termasuk flyover yang dibangun oleh 
perusahaan swasta, penguasaan dan 
pemanfaatan tanah pelantar dapat diberikan 
dengan status HGB. 

• Untuk jalan yang merupakan bagian dari 
pelabuhan atau jembatan antar pulau 
termasuk flyover yang dibangun oleh 
BUMN atau instansi pemerintah, 
penguasaan dan pemanfaatan tanah pelantar 
dapat diberikan dengan status: 
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Kategori I Jen is 
Pcmanfaatan Penggunaan 

Pelabuhan 

Macam Bak 
Atas Tanah 

• HGB 

• I Iak Pakai 

atau I-IPL 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Bad an 

Hukum 
Swasta 

,) 

Badan Hukum 
Publik 

,) 
(BUMN/ 
Pemerintah/ 
Pemda) 

''•<r•'•'C'"""''~~~, ,_;,,;1:; 

Dasar Pertimbangan 

a.Hak Pakai Untuk Selamanya jika bagian
bagian jalan di atas tanah pelantar terse but 
digunakan sendiri hanya untuk fasilitas 
jalan oleh instansi pemerintah; atau 

b.HGB jika bagian-bagian jalan di atas 
tanah pelantar tersebut digunakan sendiri 
hanya untuk fasilitas jalan oleh BUMN/D; 
a tau 

• HPL jika bagian-bagian dari jalan di atas 
tanah pelantar tersebut direncanakan untuk 
kegiatan-kegiatan lain yang penguasaan dan 
pemanfaatannya akan diserahkan kepada 
pihak ketiga. 

• Pelabuhan dapat dibangun dan dipunyai 
oleh perusahaan swasta atau oleh BUMN 
dan instansi pemerintah. 

• Untuk pelabuhan yang dibangun oleh 
perusahaan swasta, penguasaan dan 
pemanfaatan tanah pelantar dapat diberikan 
dengan status HGB. 

• Untuk pclabuhan yang dibangun oleh 
BUMN atau instansi pemerintah, 
penguasaan dan pemanfaatan tanah pelantar 
dapat diberikan dengan status: 
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Kategori 
Pemanfaatan 

Jenis 
Penggunaan 

Tern pat 
Ibadah 

Macam Bak 
Atas Tanah 

• HGB atau 

• I Iak Pakai 

Sclamanya 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Bad an 

Hukum 
Swasta 

'1 

Badan Hukum 
Publik 

'1 
(BUMN/ 
Pemcrintah/ 
Pemda/ 
Pemerintah 
Desa) 

ii:t~·,,,1-:0,-.;. 

Dasar Pertimbangan 

a. Hak Pakai Untuk Selamanya jika bagian
bagian pelabuhan di atas tanah pelantar 
tersebut digunakan sendiri oleh instansi 
pemerintah; atau 

b.HGB jika bagian-bagian pelabuhan di atas 
tanah pelantar tersebut digunakan sendiri 
hanya untuk fasilitas jalan oleh BUMN/D; 
a tau 

• HPL jika bagian-bagian dari pelabuhan di 
atas tanah pelantar tersebut direncanakan 
untuk kegiatan-kegiatan lain yang 
penguasaan dan pemanfaatannya akan 
diserahkan kepada pihak ketiga. 

• Tempat ibadah di atas tanah pelantar dapat 
dibangun oleh masyarakat sendiri atau 
dibangun perusahaan swasta sebagai bagian 
dari areal pelabuhan atau dibangun oleh 
instansi pemerintah/BUMN/D baik berdiri 
sendiri atau menjadi bagian dari pelabuhan. 

• Untuk tempat ibadah yang dibangun oleh 
masyarakat, penguasaan dan pemanf aatan 
tanah pelantar dapat diberikan dengan Hak 
Pakai Untuk Selamanya kepada Yayasan 
yang membangun atau kepada Pemerintah 
Desa sebagai representasi masyarakat. 
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Katcgori I Jenis 
Pcmanfaatan Penggunaan 

Macam Hak 
Atas Tanah 

Subyak Hak Atas Tanah 

Pcrorangan 
Bad an 
Hukum 
Swasta 

Badan Hukum 
Publik 

¥.·;-;.;,:;.~~~;,~~~~-~~~w·,.:i,j;,1.;_.~~};:·.' 

Dasar Pertimbangan 

• Tanah pelantar yang dibangun tempat 
ibadah oleh perusahaan swasta dan menjadi 
bagian HGB yang diberikan untuk 
pelabuhannya, maka tidak perlu ada hak atas 
tanah tersendiri. 

• Tanah pelantar untuk tempat ibadah yang 
dibangun oleh BUMN dan menjadi bagian 
HGB yang diberikan untuk pelabuhannya, 
maka tidak perlu ada hak atas tanah 
tersendiri. 

• Tanah pelantar yang dibangun tempat 
ibadah oleh instansi pemerintah: 

a.dapat diberikan dengan Hak Pakai Untuk 
Selamanya jika bangunan tempat ibadah 
itu berdiri sendiri; atau 

b.tidak perlu diberikan hak atas tanah 
tersendiri jika bangunan tempat ibadah 
merupakan bagian dari Hak Pakai Untuk 
Selamanya atau HPL yang sudah 
diberikan untuk Pelabuhan. 
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Kategori j Jenis 
Pcmanfaatan Penggunaan 

Fasilitas 
TNI/POLRI 

Pcrkantoran 
Pemerintah 

Kawasan I Pariwisata 
Lindung/ 
Kawasan 

Konservasi 
yang sudah 
ditetapkan 

Macam Hak 
Atas Tanah 

• HGB atau 

• Hak Pakai 

Sclamanya 

• HGB atau 

• Hak Pakai 

Sclamanya 

Tidak perlu 
ada Hak Atas 
Tanah 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Bad an 

Hukum 
Swasta 

Badan Hukum 
Publik 

~ 

~ 

Dasar Pertimbangan 

Tanah pelantamya diberikan Hak Pakai Untuk 
Selamanya dengan catatan tanah pelantar 
tersebut digunakan langsung bagi kepentingan 
TNI/Polri dan tidak boleh diserahkan 
penggunaan dan penguasaannya kepada pihak 
ketiga. 

Tanah pelantamya diberikan Hak Pakai Untuk 
Selamanya dengan catatan tanah pelantar 
tersebut digunakan langsung bagi kepentingan 
instansi pemerintah dan tidak boleh 
diserahkan penggunaan dan penguasaannya 
kepada pihak ketiga. 

• Penggunaan kawasan perairan pesisir yang 
berfungsi lindung atau konservasi untuk 
pariwisata sebenamya hanya memanfaatkan 
jasa lingkungan dan tidak boleh ada 
bangunan yang menggunakan tanah pelantar 
karena akan berakibat rusaknya kawasan 
lindung dan konservasi. 

• Karenanya untuk penggunaan kawasan 
perairan pesisir tersebut tidak perlu ada 
pemberian hak atas tanah. 
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Kateoori I Jen is 
Pemantiatan Penggunaan 

Penelitian 
dan Pengem
bangan 
Pendidikan 

Macam Hak 
Atas Tanah 

Tidak perlu 
ada Hak Atas 
Tanah 

Subyak Hak Atas Tanah 

Perorangan 
Bad an 

Hukum 
Swasta 

Badan Hukum 
Publik 

, .. ,.,... ..... f.,,.,.,..,,~,...~'-· ..i.:io. •. -1-.-~~..iJfN.1,U1-~..:.'IC,-;i.""' , ~""·.;,..,1wi..w\,.··.1\1ji)'.-:-.;"~ 

Dasar Pertimbangan 

• Penggunaan kawasan perairan pesisir yang 

berfungsi lindung atau konservasi untuk 

penelitian dan pengembangan pendidikan 

sebenamya hanya memanfaatkan kekayaan 

biota laut atau obyeknya lainnya dan tidak 

boleh ada bangunan yang menggunakan 

tanah pelantar karena akan berakibat 

rusaknya kawasan lindung dan konservasi. 

• Karenanya untuk penggunaan kawasan 

perairan pesisir tersebut tidak perlu ada 

pemberian hak atas tanah. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kebijakan pertanahan di wilayah pes1sir terutama terhadap tanah yang 

berbatasan langsung dengan pantai pada dasamya telah diatur dalam Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA). UUP A secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat sebagai 

aturan/norma yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah pada suatn wilayah, dan sepanjang belum ada undang

undang serta peraturan yang secara khusus mengatur tentang penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah khususnya pada permukiman di 

atas air, maka nonna sctempat yang berlaku. 

Implementasi kebijakan pertanahan di wilayah pesisir terutama yang berbatasan 

langsung dengan pantai selama ini terutama dalam hal pembcrian hak atas tanah, 

pada prinsipnya harus berdasarkan rcncana tata ruang wilayah kabupaten/kota 

dan tidak masuk dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan tanah 

bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas 

tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. 

Pemberian hak atas tanah tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 UUPA, 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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Tentang Pendaftaran Tanah tersebut terutama terkait dengan "alat bukti awal" 

yang dapat digunakan sebagai alas hak untuk dilakukan pendaftaran tanah dan 

penegasan status hak atas tanah serta penerbitan sertipikat. 

Hal tersebut dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tanah-tanah yang 

berada di wilayah pesisir di Indonesia terutama tanah-tanah yang berbatasan 

langsung dengan pantai. 

2. Kebijakan pertanahan yang dapat diimplementasikan di wilayah pesisir terutama 

terhadap tanah yang berbatasan langsung dengan pantai sebagai altematif 

kebijakan pemberian hak atas tanah sampai diterbitkannya peraturan pemerintah 

yang mcngatur ha! tersebut sebagaimana amanat Pasal 60 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan 

Hak Pakai Atas Tanah, dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria antara lain: 

lokasi pemberian hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah, tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan konservasi, 

penguasaan bidang tanah tersebut telah dikuasai dalam waktu lama secara 

berturut-turut dcngan dibuktikan dengan surat penguasaan tanah baik dalam 

bentuk akta maupun surat pcmyataan/keterangan pemilikan tanah. 

B. SARAN 

1. Dalam ha! pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir di Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan pantai, dokumen Rencana tata ruang wilayah 

kabupatcn/kota dan pertimbangan teknis pertanahan (sesuai Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan 
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Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah) dijadikan dasar pertimbangan 

pengambil keputusan layak tidaknya hak atas tanah diberikan pada lokasi yang 

dimohon dan jenis hak yang tepat terhadap permohonan yang diajukan sesuai 

dengan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya serta penguasaan dan pemilikan 

tanahnya (land tenure) pertanahan termasuk didalamnya rekayasa teknis apabila 

diperlukan dengan mempertimbangkan penggunaan tanah (land use) dan 

kemampuan tanah (land characteristic); 

2. Persyaratan dapat diberikannya hak atas tanah di wilayah pesisir di Indonesia 

yang berbatasan langsung dengan pantai, harus dipenuhi antara lain: 

a. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan peruntukan 

clan pemanfaatannya sebagai kawasan budidaya sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah 

kabupaten/kota; 

b. Ticlak termasuk clalam kawasan linclung hutan clan konservasi yang 

ditetapkan melalui peraturan claerah mengenai rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota; 

c. Pcnguasaan biclang tanah tersebut telah clikuasai clalam waktu lama secara 

berturut-turut sebagaimana cliatur clalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penclaftaran Tanah yang dibuktikan clengan 

surat penguasaan tanah baik clalam bentuk akta maupun surat 

pernyataan/keterangan pemilikan tanah; 

d. Pada claerah tertentu yang masih memegang teguh adat istiadat masyarakat 

pesisir, hak atas tanah dapat diberikan pada permukiman yang tumbuh clan 
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berkembang sebagai akibat dorongan adat istiadat, budaya, sosial, ekonomi 

dan kearifan lokal, baik yang berada di pinggir pantai maupun yang berada 

di atas air. 

e. Obyek hak atas tanah yang digunakan dan dimanfaatkan dapat berupa 

bangunan rumah, prasarana, sarana, maupun utilitas umum yang berada di 

pinggir pantai, sebagian atau seluruhnya berdiri di atas air dengan pondasi 

tiang pancang yang menancap ke tanah dan atau hasil penimbunan secara 

mandiri sesuai kebijakan daerah setempat dan harus disesuaikan dengan 

karakteristik wilayah pesisir lokasi permohonan hak atas tanah. 

f. Letak tanah dan bangunan ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai 

kawasan hijau (green belt), maka hak keperdataan subyek hak harus tetap 

dihormati (relokasi dan atau ganti rugi). 
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DAFT AR LAMPIRAN 

Lampiran 1. DAFT AR POK OK PERT ANY AAN (In-Depth Interview) 

A. Terkait dengan ketentuan pasal 60 PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah bahwa Pemberian Hak 

Guna U saha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas sebidang tanah yang 

seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai diatur 

tersendiri dengan Peraturan Pemerintah dan Hal ini diperkuat dengan Surat 

Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1197 tanggal 3 Juni 

1997 Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau 

A tau Yang Berbatasan Dengan Pantai yang menyatakan bahwa permohonan hak 

atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai 

untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang 

mengatur hal tersebut. 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap kebijakan pemberian hak 

atas tanah yang telah diberikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di 

wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai? 

2. Bagaimana bentuk kebijakan pertanahan yang dapat diberikan kepada 

masyarakat adat pesisir yang telah bertempat tinggal di wilayah pesisir yang 

berbatasan langsung dengan pantai jauh sebelum peraturan perundangan 

tcntang hal-hal terkait dcngan wilayah pesisir dikeluarkan dan belum 

mempcrolehjaminan kepastian hukum hak atas tanahnya? 

3. Altematif kebijakan apa saja yang dapat dibuat agar kepastian hukum atas 

tanah di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dapat 

diwujudkan tcrkait dengan sampai saat ini peraturan pemerintah yang 

mengatur ha! tersebut diatas belum ada,? 

B. Terkait kctcntuan sempadan pantai yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 

32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 
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1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberadaan masyarakat 

adat pesisir yang bertempat tinggal di sepanjang sempadan pantai jauh 

sebelum ketentuan tentang sempadan pantai dikeluarkan (sempadan pantai 

termasuk dalam kawasan lindung setempat)? 

2. Bagaimana kebijakan pertanahan dalam pemberian hak atas tanah untuk 

bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat yang terdapat di sepanjang 

sempadan pantai sebelum ketentuan yang mengatur tentang sempadan pantai 

dikeluarkan? 

3. Bagaimana kebijakan pertanahan terhadap bidang-bidang tanah milik adat 

tersebut yang masuk dalam koridor kawasan lindung setempat (sempadan 

pantai yang ditetapkan sebagai kawasan hutan) yang ditetapkan berdasarkan 

rencana tata ruang wilayah dan fungsi hutan? 

4. Kcbijakan altematif apa yang dapat diambil terhadap keberadaan masyarakat 

adat pcsisir yang bertempat tinggal di sepanjang sempadan pantai jauh 

scbelum kctentuan tentang sempadan pantai dikeluarkan? 

C. Terkait tanah timbul sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Penatagunaan Tanah dikuasai oleh negara. 

1. Bagaimana pendapat Bapak/lbu/Saudara terhadap keberadaan tanah timbul 

yang diakibatkan oleh faktor alam jauh sebelum ketentuan tentang tanah 

timbul tcrsebut dikeluarkan dikuasai oleh masyarakat? 

2. Bagaimana penerapan kebijakan pertanahan terhadap tanah timbul yang 

tcrj adi akibat faktor alam dan telah dikuasai oleh masyarakat adat sccara 

turun temurun tersebut? 

3. Kcbijakan alternatif apa yang dapat diambil bila tanah timbul yang terjadi 

akibat faktor alam telah dikuasai oleh masyarakat adat jauh sebelum 

kctentuan tentang tanah timbul tersebut dikeluarkan? 

D. Terkait dcngan perubahan iklim sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yang berakibat pada naiknya permukaan laut (sea level rise) 

sehingga terjadi pergeseran garis pantai sebagaimana ketentuan sempadan pantai 
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yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah. 

1. Bagaimana pendapat Bapak/lbu/Saudara terhadap kebijakan pemberian hak 

atas tanah terhadap bidang tanah yang telah berada di sempadan pantai 

dampak dari perubahan iklim tersebut? 

2. Bagaimana hak keperdataan pemilik tanah bila bidang tanah tersebut akan 

dijadikan kawasan lindung setempat? 

3. Alternatif kebijakan pertanahan apa saja yang dapat dibuat bila terjadinya 

pcrgcseran garis pantai akibat perubahan iklim sehingga mempengaruhi letak 

bidang tanah yang berbatasan langsung dengan pantai? 
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No. 
1. 

Lampiran 2. DAFT AR NARASUMBER DAN FOKUS PERT ANY AAN 
(Waktu In-Depth Interview : 23 Nopernber - 4 Desember 2015) 

NARASUMBER Pertanyaan A 

Pemangku Kepentingan '. •:: . "'"j 1 2 3 
Dircktur .Jcndcrnl Pcngadaan Tanah Kcmcntcrian Agraria ,?· 

a. '1 '1 '1 
-------- ___ _12~!1 Tata Ruang/BPN ---~~·--·-

b. Direktur Konsolidasi Tanah Kcmcntcrian Agraria Dan Tata ..j ..j ..j 
Ruang/BPN 

c. Direktur Penataan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kccil 
Pcrbatasan Dan Wilayah Tcrtcntu Kcmcntcrian Agraria Dan y y y 
Tata Ruang/BPN 

d. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat ../ y y 
Kcmcnterian Agraria Dan Tata Ruang/BPN 

c. Kcpala Dinas Kclautan Dan Pcrikanan Provinsi Kcpulauan - - -
Bangka Bclitung 

f. Kcpala Badan Lingkungan Hidup Dacrah Provinsi - - -
Kcpulauan Bangka Bclitung 

2. Lembaga Swadaya Masyarakat 
Lcmbaga Swadaya Masyarakat Pcduli Lingkungan Hidup - - -

3. Masyarakat Pesisir Pantai Kabupatcn Bangka Provinsi - - -
Kepulauan Bangka Belitun~ 

,, 

Pertariyaan B 
"!::.; ':i::.:2 ,:;.;; ',:;:3 ~,, ;,;4, . 
":;;')ii" ':l: 

'1 ·"''Z~"'W:.'11 t::<~~ '·;; · ' ""*'llii'lif~. 
, ~ ' 

..j ..j ..j ..j 

- y y -' 

../ ../ ' ':..( ,.{2·~; "•' ,,,, .. !·,,,.· 

y ,, 
" - -

.,:;S ,:;:: 

·~ '>j :;.,;":/ - :" ,:' 

..j - - ..j 

..j - - -

l'ertanyaan c- 1-Peffanya"airD~ 
l,:, ,' 2 3 1 2 3 

'''~'r ~f!':i ;,~·~~~ '.'~, ,··r .. ';j-:~~~· i'"''':zy+ "'1 

..j y y y y y 

y y y y - y 
'• 

\j :~i' ~r ';'~; '/ ,._; 

" j. :·=~ ·. .;,~ .;.,: ; 

;1, " .,j · "· 

" ,1f,, ·,, -'· ... / ... : 

,l>J ;.~ ,/~V~ :-'1 ,. 1<: ~·~ '1 

" - " - ···- " 'If - - 'If -
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